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Bagi hasil merupakan suatu bentuk kerjasama antara sesam manusia, akad kerja 
sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan 
seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib), sebagai 
usaha dari manusia tersebut untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan 
hidup. Umumnya kerjasama bagi hasil dalam akad mudharabah yang dilakukan di 
masyarakat tanggung jawab jika mengalami kerugian di karenakan bencana alam 
yang bertanggung jawab pemilik modal tetapi yang terjadi di Desa Penengahan 
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat dalam kerjasama bagi hasil 
yang bertanggung jawab adalah pengelola kerbau. Sedangkan dalam akad di awal 
perjanjian tidak adanya perjanjian mengenai pengelola diwajibkan bertanggung 
jawab jika hewan kerbau mati akibat bencana alam seperti banjir. Adapun yang 
menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tanggung jawab terhadap 
kerugian akibat bencana alam dalam kerjasama pengelolaan peternakan kerbau di 
Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat? Dan 
bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata tentang pelaksanaan 
tanggung jawab terhadap kerugian akibat bencana alam dalam kerjasama 
pengelolaan  peternakan kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa 
Kabupaten Pesisir Barat?. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
tanggung  jawab terhadap kerugian akibat bencana alam dalam kerjasama 
pengelola peternakan kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa 
Kabupaten Pesisir Barat dan untuk mengetahui pandagan hukum Islam dan 
hukum perdata tentang pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerugian akibat 
bencana alam dalam kerjasama pengelola peternakan kerbau di Desa Penengahan 
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian ini merupakan 
penelitian yang bersumber dari 3 pemilik kerbau 3 pengelola kerbau. Teknik 
pengumpulan data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan metode wawancara, observasi, dokumen dan analisis data sehingga 
terkumpul data-data. Hasil penelitian ini para pemilik kebau dan pengelola kerbau 
di Desa Penengahan Kecamatan  Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 
Sebenarnya pada dasarnya praktek kerjasama bagi hasil yang dilakukan oleh 
masyarakat Desa Penengahan ini baik karena mengandung unsur tolong-
menolong dan saling membutuhkan. Namun akan lebih baik  jika akad yang 
digunakan lebih jelas agar tidak merugikan salah satu pihak dan akan 
menguntungkan pihak lain tersebut. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah 
tanggung jawab kerugian jika hewan mati dikarenakan bencana alam dan pemilik 
ternak membebankan kerugian tersebut dengan peternak atau pengelola kerbau hal 
ini menyebabkan kerugian di pihak pengelola. Berdasarkan pandangan hukum 
Islam dan hukum perdata, menurut hukum Islam tidak sesuai dengan konsep 
Islam karena mengandung gharar dikarnakan ketidak jelasan akad mengenai 
perjanjian ganti rugi yang tidak ada kesepakatan dari awal, sedangkan menurut 
hukum perdata jika kerbau mati dikarnakan bencana alam termasuk dalam force 
majeur kejadian di luar kemampuan pengelola jadi pengelola tidak diwajibkan 
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A. Penegasan Judul 
 Untuk menghindari akan terjadinya kesalahpahaman dalam mengartikan 
maksud judul skripi ini, maka akan diuraikan secara singkat kata kunci yang 
terdapat di dalam judul skripsi ini. Adapun skripsi ini berjudul “TANGGUNG 
JAWAB KERUGIAN AKIBAT BENCANA ALAM ATAS KERJASAMA 
BAGI HASIL PETERNAKAN KERBAU DALAM PANDANGAN 
HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA” (Studi di Desa Penengahan 
Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat). Istilah-istilah yang 
perlu dijelaskan antara lain: 




Kerugian adalah menaggung atau menderita rugi
2
 
Bencana Alam adalah bencana yang disebabkan oleh (seperti gempa 
bumi, angina besar, dan banjir.
3
 
Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan pembiakan ternak.
4
 
Kerjasama adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dari 
berbagai pihak untuk mencapai tujuan bersama.
5
 
                                                             
1
 Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Cetakan Kedua 
Edisi keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1398. 
2 Ibid,  h. 1186. 
3
 Ibid, h. 1454 
4
 Ibid, h. 1454 
5
 Ibid, h. 722. 
2 
 




Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian 
agama islam.
7
 Hukum yang sebenarnya tidak lain dari Fiqih Islam atau  Syariat 
Islam, yaitu “ suatu koleksi daya upaya para Fiqih Islam dan memantapkan 
Syariah Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
8
 
Hukum Perdata adalah bahan hukum sebagaimana tertera dalam kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata (BW), Kitab Undang-Undang Hukum 




Berdasarkan uraian beberapa istilah di atas dapat dijelaskan bahwa 
maksud dari judul ini adalah mengaji tentang perjanjian yang di terapkan 
pemilik dan peternak kerbau dalam tanggung jawab kerugian akibat bencana 
alam atas kerjasama bagi hasil peternakan kerbau dalam pandangan hukum 
islam dan hukum perdata di Desa Penengahan Kacamatn Karya Penggawa 
Kabupaten Pesisir Barat. 
B. Alasan Memilih Judul 
 Ada beberapa alasan memilih judul skripsi “tanggung jawab kerugian 
akibat bencana alam atas kerjasama bagi hasil peternakan kerbau dalam 
pandangan hukum Islam dan hukum perdata di Desa Penengahan Kacamatn 
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat yaitu sebagai berikut: 
                                                             
6
 Ibid, h. 722. 
7
 Mohammad Daud Ali, Hukum Islam, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 42. 
8
 Hasbie Ash-Shiddieqy, Falsafah Hukum Islam, ( Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1998), h.44. 
9 Harumiati Natadimaja, Hukum Perdata, ( Yogyakarta: Graha Ilmu: 2009), h.3. 
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1. Alasan Objektif  
a. Penaggung jawab kerugian akibat bencana alam dalam akad 
mudharabah peternakan kerbau merupakan sebuah kebijakan dari 
pemilik modal dan peternak kerbau. 
b. Tersebut sangat menarik untuk dikaji pada bidang kemaslahatan bagi 
kedua belah pihak, agar para pihak dapat mengetahui penerapan 
Permasalahan penyelesaian permasalahan yang akan timbul yang sesuai 
dengan prinsip syari‟ah sehingga dapat terhindar dari sifat bathil. 
2.     Alasan Subjektif 
a. Tersedianya bahan literatur-literatur baik berupa buku cetak, ataupun 
jurnal, sehingga dapat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. 
b. Belum adanya yang membahas tentang pokok permasalahan ini 
sehingga penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai judul skripsi 
C. Latar Belakang Masalah 
  Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk saling 
tolong-menolong dengan dasar pada rasa tanggung jawab bersama, jaminan-
jaminan dan tanggung menaggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga 
mengajarkan agar hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan 
dan dihindarkan praktik-praktik penindasan dan pemerasan. 
  Agama Islam mempunyai dua sumber pokok yang tetap yaitu Al-Qur‟an 
dan Al-Hadits. Diantara salah satu segi hukum yang terdapat di dalamnya 
adalah masalah-masalah Hukum Islam membenarkan seorang muslim 
berdagang atau usaha perseorangan, membenarkan juga menggabungkan 
4 
 
modal dan tenaga dalam bentuk perkongsian (serikat dagang) kegotong 
royongan yang memungkinkan usaha dapat berjalan dengan lancar. Namun 
Islam memberikan ketentuan atau aturan usaha yang dilakukan baik secara 
perorang maupun kelompok, yaitu dikategorikan halal dan mengandung 
kebaikan. 
  Dalam perekonomian yang marak sekarang ini adalah dengan 
menggunakan sistem bagi hasil (mudharabah) ini merupakan bagian dari 
bentuk kerjasama antara pihak penyedia dana menyertakan modal dan pinak 
lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (Skill) dan manajemen sehingga 
tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini 
akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya Agama Islam telah 
mengajarkan bagaimana kerjasama (berserikat) secara benar tidak 
memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari 
riba berserikat dapat dilakukan dengan lembaga atau organisasi. Salah satu 
serikat yang diperoleh adalah mudharabah 
  Secara teknik, bagi hasil (Mudharabah) adalah akad kerjasama usaha 
antara dua pihak dimana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh 
(100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha 
secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 
kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pihak modal selama kerugian 
5 
 




  Peternakan merupakan salah satu profesi yang lazim dilakukan oleh 
masyarakat baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain 
dengan perjanjian membagi dari hasil keuntungan yang diperoleh, akan tetapi 
yang perlu dipertanyakan adalah apakah sistem dalam menjalankan proses 
peternakan dan cara membagi hasil keuntungan tersebut sudah memenuhi 
keuntungan-keuntungan yang diatur dalam Syari‟ah Islam. 
  Salah satu contoh dalam usaha perkongsian yang banyak terjadi dalam 
masyarakat di Indonesia khususnya adalah kerja sama bagi hasil yang sifatnya 
saling menguntungkan kedua belah pihak tetapi kerugian ditanggung satu 
pihak saja. Pada masalah ini Islam memberi ketentuan hanya secara garis besar 
saja, yaitu apabila orang-orang melakukan apa-apa secara bersama-sama 
mereka akan menghadapi perbedaan dan perselisihan tentang masalah 
keuangan. Oleh kerna itu sangat mutlak apabila perkara-perkara yang 
melibatkan uang atau benda yang bernilai dituliskan dalam bentuk kontrak atau 
perjanjian. 
  Adapun bagi hasil menurut Islam, salah satunya adalah mudharabah 
adalah akad kerjasama usaha antara kedua pihak dimana pihak pertama 
(shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi 
pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan 
yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh 
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  Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil ini adalah 
berdasarkan Al-Qur‟an: Sebagaiman yang difirmankan Allah SWT dalam Al-
Qur‟an surat An-nisa [4] ayat 29: 
                         
                          
Artinya: Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakai harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan prniagaan yang 
berlaku dengan suka  sama-suka di antara kamu dan janganlah kamu 




Para ahli hukum secara sepakat mengakui keabsahan mudharabah ditinjau 
dari segi kebutuhan dari manfaat pada suatu segi dan karena sesuatu dengan 
ajaran dan tujuan syari‟ah dan segi lainnya. 
Cara menghitung keuntungan dalam mudharabah yaitu dalam pembagian 
keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak. 
Bagi untung dan rugi bila laba besar, maka kedua belah pihak mendapatkan 
keuntunggan yang besar dan sebaliknya. Menentukan besarnyan keuntungan 
ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. 
Resiko  kerugian dalam mudharabah, menurut ulama fiqh apabila di dalam 
transaksi tersebut mengalami kegagalan, yang mengakibatkan sebagian atau 
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seluruh modal yang ditanamkan pemilik modal habis, maka yang menanggung 
kerugian hanya pemilik modal sendiri. Sedangkan penerima modal sama sekali 
tidak menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang 
dalam catatan pengelola modal dalam menjalankan usahanya sesuai dengan aturan 
yang telah mereka setujui, tidak menyalahgunakan modal yang dipercaya 
kepadanya. 
Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan mudharabah berarti ungkapan terhadap 
pemberian modal dari seseorang kepada orang lain sebagai modal usaha dimana 
keuntungan yang diperoleh akan dibagi dua di antara mereka berdua, dan bila 
terjadi kerugian yang disebabkan bukan karena kesalahan yang menjalankan 
modal, dia berhak mendapatkan upah yang wajar disebut ujratul-mitsil.
13
 
Praktik pada Masyarakat Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa 
Kabupaten Pesisir Barat, melakukan pengembangbiakan ternak kususnya pada 
hewan kerbau. Sistem dan cara yang digunakan untuk membagi hasil ternak 
kerbau sangat menarik untuk dibahas, karena dalam pelaksanaan perjanjian 
mudharabah terdapat cara yang dipakai Masyarakat sekitar yaitu: 
Kerjasama dilakukan dengan cara satu ekor kerbau betina dan kerbau jantan yang 
dipercaya pemiliknya kepada orang lain untuk dirawat. Dengan perjanjian bila 
kerbau tersebut beranak yang pertama, maka anak kerbau tersebut seluruhnya 
milik orang yang memeliharnya dengan kata lain pemilik kerbau tidak 
memperoleh apa-apa selama kurun waktu tersebut. Setelah itu kerbau tersebut 
dibagi dua antara pemilik kerbau dan pemelihara kerbau dan begitu seterusnya. 
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D. Fokus Penelitian 
Dalam penelitian ini penulis dapat memfokus masalah terlebih dahulu 
supaya tidak terjadi perluasan permasalahan yang nanti tidak sesuai dengan 
penelitian ini. Maka fokuskan penelitiannya adalah tanggung jawab kerugian 
akibat bencana alam. 
E. Rumusan Masalah  
 Berdasarkan uraian dan latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan 
fokus permasalahan yang akan di bahas, adapun yang menjadi pokok 
permasalahannya yaitu: 
1. Bagaimana tanggung jawab terhadap kerugian akibat bencana alam dalam 
kerjasama pengelola peternakan kerbau di Desa Penengahan Kacamatan 
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat? 
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perdata tentang 
pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerugian akibat bencana alam dalam 
kerjasama pengelola peternakan kerbau di Desa Penengahan Kecamatan 
Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat? 
F. Tujuan Penelitian  
a. Untuk mengetahui tanggung jawab terhadap kerugian akibat bencana alam 
dalam kerjasama pengelola peternakan kerbau di Desa Penengahan 
Kacamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat  
b. Untuk mengetahui dan meninjau pandangan hukum Islam dan hukum 
perdata tentang pelaksanaan tanggung jawab terhadap kerugian akibat 
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bencana alam dalam kerjasama pengelola peternakan kerbau di Desa 
Penengahan Kecamatan Karya Penggawa Kabupaten Pesisir Barat 
G. Signifikasi Penelitian 
a. Signifikasi Teoritis, penelitian ini sangat bermanfaat karena untuk 
menambah pemahaman bagi masyarakat mengenai konsep mudharabah, 
praktik mudharabah yang sesuai dengan syariat Islam yang berdasarkan Al-
Qur‟an dan Hadist. Serta diharapkan dapat memperkaya khazanah 
pemikiran keislaman pada umumnya, civitas akademik fakultas syariah, 
jurusan Muamalah pada khususnya. Selain itu diharapkan menjadi 
stimulator bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian terus 
berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal. 
b. Signifikasi Praktis, penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi tugas 
akhir guna memperoleh gelar S.H pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan 
Lampung. 
H. Metode Penelitian  
Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara 
bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis 
data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, 
gejala, atau isu tertentu.
14
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode kualitatif. Dalam hal ini, penulis memperoleh data dari penelitian 
lapangan langsung pada peternak kerabu di wilayah pesisir barat. 
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1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) yaitu 
penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. 
Penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (library research) 
yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literature 




2. Sifat Penelitian 
Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitik, yaitu 
penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan, dan 
menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki 
tersebut.
16
 Dalam penelitian ini akan dideskripsikan bagaimana pandangan 
Islam terhadap perjanjian bagi hasil ternak kerbau antara pemilik dengan 
pengelola jika kerbau mati dikarnakan bencana alam. 
3. Data dan Sumber Data  
Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan hukum dari perjanjian 
ganti rugi ternak kerbau antara pemilik dengan pengelola jika kerbau mati 
dikarnakan bencana alam. Oleh karena itu sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Data primer  
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau 
objek yang di teliti. Sumber data yang utama yaitu sejumlah responden 
yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik hewan kerbau dan 
peternak kerbau di Desa Penengahan Kecamatan Karya Penggawa 
Kabupaten Pesisir Barat. 
b. Data Sekunder 
Data sekunder adalah teknik pengumpulan data menggunakan riset yang 
dilakukan dengan cara membaca buku, artikel, jurnal, majalah, dan 
sumber-sumber yang berkaitan. 
4. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi atau universe adalah jumlah manusia atau unit yang mempunyai 
karakteristik yang sama.
17
 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah  
3 pemilik dan 3 peternak hewan kerbau Desa Penengahan Kecamatan 
karya penggawa Kabupaten Pesisir Barat. 
b. Sampel  
Sampel ialah sebagian anggota populasi yang akan diambil dengan 
menggunakan teknik tertentu untuk menentukan sampel yang akan 
digunakan dalam penelitian, terdapat berbagai teknik sampling yang 
digunakan.
18
jumlah populasi dalam penelitian ini kurang dari 100, maka 
semua populasi dalam penelitian ini berjenis populasi apabila subjeknya 
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kuranng dari 100 orang, maka lebih baik diambil semua hingga 
penelitian berupa populasi, selanjutnya jika populasi lebih dari 100 orang 
maka dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% dikarnakan jumlah 
populasi hanya 3 orang pemilik kerbau dan 3 orang peternak kerbau, 
maka seluruh populasi akan dijadikan sampel yang dalam hal adalah: 
1) Para pemilik modal (shahibul maal) dalam hal ini adalah: 
a) Bapak Ali Kazemi 
b) Bapak Alidin 
c) Bapak M. Japar 
2) Para peternak kerbau (mudharib) dalam hal ini adalah: 
a) Bapak Tazkir 
b) Bapak Sarkawi 
c) Bapak Nazir 
5. Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 
penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 
Tanpa mengetahui metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan 
mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Untuk itu 
digunakan beberapa metode, yaitu:  
a. Pengumpulan Data Dengan Observasi  
Observasi adalah fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh dari 
observasi dengan memperhatikan sesuatu melalui pengamatan terhadap 
suatu objek penelitian. Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data 
13 
 
secara langsung ke peternak kerbau sebab dengan cara demikian peneliti 
dapat memperoleh data yang baik, utuh dan akurat. Metode ini digunakan 
untuk mengetahui gambaran umum objek penelitian. 
b. Pengumpulan data dengan interview 
Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, 
adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk 
memperoleh informasi dari terwawancara. Pada praktiknya penulis 
menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada 
pihak-pihak yang berkompeten seperti pemilik hewan kerbau dan peternak 
untuk mengetahui bagaimana praktik terhadap kerugian dalam akad 
mudharabah hewan ternak karena bencana alam dan selanjutnya akan 
dilihat dari pandangan Hukum Islam. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan pengambillan data yang 
diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan traskip, 
buku-buku, majalah, prastasti, notulen rapat, agenda, dan lainnya.
19
 Dalam 
hal ini penulisan akan mencari data-data yang berkaitan dengan penulisan 
judul ini sebagai pendukung data wawancara 
6. Metode Analisis Data 
        Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tanggung jawab kerugian akibat 
bencana alam atas kerjasama bagi hasil peternakan kerbau. Setelah data 
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terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif 
berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu 
gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik 
kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang 







A. Kajian Teori 
1. Akad Dalam Hukum Islam 
a. Pengertian Akad  
Menurut segi etimologi, akad merupakan ikatan antara dua perkara, 
baik ikatan yang secara nyata maupun ikatan yang secara maknawi, dari 
satu segi maupun dua segi.
20
 
 Menurut etimologi (bahasa) akad mempunyai beberapa arti:
21
 
a. Mengikat, yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah 
satunya dengan yang lain sehingga bersambungan, kemudian 
keduanya menjadi sebagai potongan benda.
b. Sambungan, yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan 
mengikatnya. 
c. Janji (al-ahdu), yaitu: 
Al-Qur‟an surat  Ali Imran [3] ayat 76 
                   
 “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang 
dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-
orang yang bertakwa”. 
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Istilah „ahdu dalam Al-Qur‟an mengacu kepada pertanyaan seseorang 
untuk mengerjakan sesuatu atau untuk mengerjakan sesuatu dan tidak ada 
sangkut-pautnya dengan orang lain. Perjanjian  yang dibuat seseorang 
tidak memerlukan cpersetujuan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak 
berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut.
22
 
Menurut terminologi ulama fiqh akad dapat ditinjau dari dua segi, yaitu 
secara umum dan secara khusus. 
Secara umum, akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian 
akad dari segi bahasa menurut ulama Syafi‟iyah, Malikiyah, dan 
Hanabilah, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang 
berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan, atau 
sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti 
jual beli, perwakilan, dan gadai.
23
 
Pengertian akad dalam arti khusus ialah perikatan yang ditetapkan 
dengan ijab-kabul berdasarkan ketentuan syara‟ yang berdampak pada 
objeknya. Dengan demikian, ijab-kabul adalah suatu perbuatan atau 
pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara 




Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang 
dibenarkan syara, yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada 
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objeknya. Secara lughawi, makna al-aqd adalah perikatan, perjanjian, 
pertalian, permufakatan (al-ittifaq). Sedangkan secara istilah, akad 
didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda, di antaranya akad adalah 
pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, 
sesuai dengan peraturan syari‟at. Definisi lain adalah suatu perikatan 
antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara‟ dengan 
menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.
25
 
Berdasarkan definisi-definisi tersebut penulis berpendapat  bahwa, 
akad merupakan keterikatan atau pertemuan ijab-kabul yang berasal dari 
suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih sehingga 
dapat menimbulkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya. Akad 
tidak akan terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing tidak 
terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak dua belah 
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b. Dasar Hukum Akad  
Islam mengatur adanya akad dalam bertransaksi, setiap berakad 
haruslah sesuai dengan syarat dan rukun akad, dalam bertransaksi akad 
sangat diperlukan agar di antara yang berakad masing-masing memiliki 
tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. 
Sebagaimana firman Allah dalam kutipan Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ 
[4]ayat 29: 
                        
                             
 
Artimya:“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 
dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-
suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 





Maksud dalam ayat tersebut adalah dilarang melakukan praktik yang 
diharamkan dalam memperoleh kekayaan, namun harus melalui akad 
berdasarkan kerelaan antara penjual dan pembeli ataupun kedua belah 
pihak yang membuat akad. Hal ini diperlukan agar pembeli terhindar dari 
penyesalan dalam akad maupun transaksi tersebut. Sehingga dalam hal 
bertransaksi adanya hak khiyar untuk pembeli. Hak khiyar adalah hak 
untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya.
28
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 Dasar hukum tentang pembatalan suatu perjanjian yang melawan 
hukum ini dapat dirujuki ketentuan hukum yang terdapat dalam hadist 
Rasulullah SAW hadist dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu „anhuma 
dalam kitab Syurutuhum Bainahum yang telah diriwayatkan oleh Imam 
Bukhori. 
َوَقاَل َجا ِبُر ْبُن َعْبِدهللِا, َرِضَياهللاُ َعْنُهَمافِْي اْلُمَكا َتِب ُشُرو ُطُهْم َبْيَنُهْم . 
ِن اْشَتَر إْو ُعَمُر ُكلُّ َشْر ٍط َخا َلَف ِكَتا َب هللِا َفْهَو َباِطٌل وَ أَوَقاَل اْبُن ُعَمَر, 
َط ِمَعَة َشْرٍط . )رواه بخاري(
29
 
Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah Rhodliyallohu „anhuma dalam kitab 
Syurutuhum Bainahum “Segala bentuk persyaratan yang tidak 
ada dalam kitab Allah (Hukum Allah) adalah batal, sekalipun 
sejuta syarat” (HR Bukhori)”. 
Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan 
kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridho 
atau rela akan isi akad tersebut, atau dengan perkataan lain harus 
merupakan kehendak bebas masing-masing pihak. Dalam hal ini berarti 
tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, 
dengan sendirinya akad yang diadakan tidak didasarkan kepada salah satu 
pihak yang mengadakan perjanjian dan apa yang diperjanjikan oleh para 
pihak harus terang tentang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak 
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mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman diantara para pihak tentang 
apa yang telah mereka perjanjikan dikemudian hari.
30
 
 Dalam Al-Qur‟an juga telah diterangkan mengenai perintah untuk 
melaksanakan serta memenuhi akad ataupun perjanjian dalam Al-Qur‟an 
surat Al-Maidah [5] ayat 1: 
                             
                         
 
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 




c. Rukun dan Syarat Akad  
a) Rukun Akad  
 Rukun adalah mufrad dari kata jama‟ “arkaan”, artinya asas atau 
sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah (apabila 
dilakukan) dan tidak sahnya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan 
dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.
32
 
Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad adalah ijab dan 
kabul. Adapun orang yang mengadakan akad atau hal-hal lainnya yang 
                                                             
30
  Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam, (Jakarta: 
Sinar Grafika , Cetakan Ketiga, 2004), h 2-3. 
31
 Departemen Agama RI, Al Qur‟anul Karim wa tarjamah maaniyah ilal lughoh all 
Indonesiyyah, (Al Madinah Al Munawwaroh: Mujamma‟ al Malik Fahd li thiba‟at Mushaf asy 
Syarif, 1418 H). 
32




menunjang terjadinya akad tidak dikategorikan rukun sebagai 
keberadaannya sudah pasti.
33
 Jadi yang dimaksud dengan rukun adalah 
suatu unsur penting yang menyebabkan adanya suatu pekerjaan atas 
pekerjaan yang lain, yang dalam hal ini adalah pekerjaan jual beli, 
upah-mengupah atau perdagangan. 
 Ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa akad memiliki tiga 
rukun, yaitu:
 34
   
a) Orang yang berakad („aqid)  
b) Sesuatu yang diakadkan (maqud alaih) 
c) Sighat (ijab dan kabul) 
 Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang 
membentuk akad itu ada empat,
35
 yaitu: 
1) Para pihak yang membuat akad (al-„aqidan) 
2) Pernyataan kehendak para pihak (Shigatul-„aqd) 
3) Objek akad (mahalul-„aqd) 
4) Tujuan akad (maudhu-„aqd) 
 Dalam istilah ushul fiqih, orang yang mempunyai kecakapan 
bertindak disebut dengan ahliyu al-ada, namun ada beberapa faktor 
yang menjadi penghalang seseorang melakukan perbuatan hukum 
(melakukan kontak syariah). 
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 Abdul Mujieb, Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 25. 
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 Adapun mengenai rukun akad, ulama fiqih memiliki perbedaan 
pendapat dalam menentukannya. Menurut Hendi Suhendi,
36
 rukun 
akad yaitu sebagai berikut: 
1) „Aqid ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak 
terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. 
2) Ma‟qud „alaih ialah benda-benda yang diakadkan 
3) Maudhu‟ al-„aqd ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan 
akad.  
4) Sighat al-„aqd adalah ijab dan kabul. 
  Sedangkan menurut Jumhur ulama,
37
 bahwa rukun akad terdiri 
atas: 
1) Pernyataan untuk mengikat diri (sighat al-„aqd). 
2) Pihak-pihak yang berakad (al-muta‟aqidain). 
3) Objek akad (al-ma‟qud „alaih). 
Menurut ulama Hanafiyah yang berpendirian bahwa rukun akad itu 
hanya satu, yaitu Sighat al-„aqd (ijab dan kabul), sedangkan pihak-
pihak yang berakad dan objek akad, menurut mereka tidak termasuk 
rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad, karena menurut mereka 
yang dikatakan rukun akad itu adalah suatu esensi yang berada dalam 
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akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dalam objek 
akad berada diluar esensi.
38
 
Menurut Hendi Suhendi, hal-hal yang harus diperhatikan dalam 
pernyataan Sighat al-„aqd (ijab dan kabul) adalah sebagai berikut: 
1) Sighat al-„aqd (ijab dan kabul) harus jelas pengertiannya. Kata-kata 
dalam Sighat al-„aqd (ijab dan kabul) harus jelas dan tidak 
memiliki banyak pengertian. 
2) Harus bersesuaian antara Sighat al-„aqd (ijab dan kabul). Tidak 
boleh antara yang berijab dan menerima berbeda lafadz. Adanya 
kesimpangsiuran dalam Sighat al-„aqd (ijab dan kabul) akan 
menimbulkan persengketaan yang dilarang agama Islam karena 
bertentangan dengan ishlah diantara manusia. 
3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak 
bersangkutan, tidak terpaksa dan tidak diancam atau ditakut-takuti 
oleh orang lain karena dalam tijarah harus saling ridha.
39
 
b) Syarat Akad 
     Setiap pembentuk aqad atau akad mempunyai syarat yang 
ditentukan syara‟ yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya 
akad, yaitu:  
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2. Syarat-syarat yang bersifat umum, merupakan syarat-syarat yang 
wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad yaitu:
41
 
1) Syarat Terbentuknya Akad (Syurutul al-in‟iqad) 
a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). 
Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti 
orang gila, orang yang berada di bawah pengampuan 
(mahjur) karena boros atau yang lainnya. 
b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. 
c) Akad itu diizinkan oleh syara‟, dilakukan oleh orang yang 
mempunyai hak melakukannya walaupun dia bukan aqid 
yang memiliki barang. 
d) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara‟, seperti 
jual beli mulasamah. 
e) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. 
Maka bila orang yang berijab menarik kembali ijab nya 
sebelum kabul, maka batal ijabnya. 
f) Ijab dan kabul mesti bersambung sehingga bila seseorang 
yang berijab sudah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab 
tersebut menjadi batal. 
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2) Syarat sah akad  
 Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan 
syara‟ untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak 
terpenuhi maka akad tersebut rusak.  
 Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama 
Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam 
kecacatan dalam jual-beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan 




3) Syarat pelaksanaan akad 
 Dalam pelaksanaan akad, terdapat dua syarat, yaitu 
kepemilikan dan kekuasaan. Dalam hal ini, pelaksanaan akad 
disyaratkan antara lain: 
a) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang 
berakad. Jika diizinkan maka sangat bergantung kepada izin 
pemiliknya yang asli. 
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4) Syarat Berlakunya Akibat Hukum (Syuruh An-Nafadz) 
Apabila telah memenuhi rukun-rukun, syarat-syarat 
keabsahannya, maka suatu akad dinyatakan sah. Akan tetapi, 
meskipun sudah sah ada kemungkinan bahwa akibat-akibat hukum 
akad tersebut belum dapat dilaksanakan. Untuk dapat dilaksanakan 
akibat hukumnya, akad yang sudah sah itu harus memenuhi dua 
syarat berlakunya akibat hukum, yaitu adanya kewenangan 




d. Macam-macam Akad45 
a. „Aqad Munjiz yaitu akad yang dilaksanakan langsumg pada waktu 
selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan 
akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan 
tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad. 
b. „Aqad Mu‟alaq ialah akad yang di dalam pelaksanaanya terdapat 
syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan 
penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya 
pembayaran. 
c. „Akad Mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaanya terdapat syarat-
syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang 
pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. 
Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum 
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mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah 
ditentukan. 
 Selain akad munjiz, mu‟alaq, dan mudhaf, macam-macam akad 
beraneka ragam tergantung dari sudut tinjauannya. Karena ada perbedaan-
perbedaan tinjauan, akad akan ditinjau dari segi-segi berikut.
46
 
1. Ada tidaknya qismah pada akad, maka akad terbagi dua bagian: 
a. Akad musammah, yaitu akad yang telah ditetapkan syara‟ dan telah 
ada hukum-hukumnya, seperti jual beli, hibah, dan ijarah. 
b. Akad ghair musammah ialah akad yang belum ditetapkan oleh 
syara dan belum ditetapkan hukum-hukumnya. 
2. Disyari‟atkan dan tidaknya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi 
dua bagian: 
a. Akad musyara‟ah ialah akad-akad yang dibenarkan oleh syara‟ 
seperti gadai dan jual beli. 
b. Akad mamnu‟ah ialah akad-akad yang dilarang syara seperti 
menjual anak binatang dalam perut induknya. 
3. Sah dan batalnya akad, ditinjau dari segi ini akad terbagi menjadi dua: 
a. Akad shahihah, yaitu akad-akad yang mencukupi persyaratan-
persyaratannya, baik syarat yang khusus maupun  syarat yang 
umum. 





b. Akad fasihah, yaitu akad-akad yang cacat atau cedera karena 
kurang salah satu syarat-syaratnya, baik syarat umum maupun 
syarat khusus, seperti nikah tanpa wali. 
4. Sifat bendanya, ditinjau dari sifat ini benda akad terbagi dua: 
a. Akad „ainiyah, yaitu akad yang disyaratkan dengan penyerahan 
barang-barang seperti jual beli. 
b. Akad ghair „ainiyah yaitu akad yang tidak disertai dengan 
penyerahan barang-barang, karena tanpa penyerahan barang-barang 
pun sudah berhasil, seperti akad amanah. 
5. Cara melakukannya, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian: 
a. Akad yang harus dilaksanakan dengan upacara tertentu seperti akad 
pernikahan dihadiri oleh dua saksi, wali, dan petugas pencatat 
nikah. 
b. Akad ridha‟iyah, yaitu akad-akad yang dilakukan tanpa upacara 
tertentu dan terjadi karena keridhaan dua belah pihak, seperti akad 
pada umumnya. 
6. Berlaku dan tidaknya akad, dari segi ini akad dibagi menjadi dua 
bagian: 
a. Akad nafidzah yaitu akad yang bebas atau terlepas dari 
penghalang-penghalang akad. 
b. Akad mauqufah yaitu akad-akad yang bertalian dengan 
persetujuan-persetujuan, seperti akad fudhuli (akad yang berlaku 
setelah disetujui pemilik harta). 
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7. Luzum dan dapat dibatalkannya, dari segi ini akad dapat dibagi empat: 
a. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak yang tidak dapat 
dipindahkan seperti akad kawin, manfaat perkawinan tidak bisa 
dipindahkan kepada orang lain, seperti bersetubuh, tapi akad nikah 
dapat diakhiri dengan cara yang dibenarkan syara‟ seperti talak dan 
khulu‟. 
b. Akad lazim yang menjadi hak kedua belah pihak dan dapat 
dipindahkan dan dirusakkan, seperti persetujuan jual beli dan akad-
akad lainnya. 
c. Akad lazim yang menjadi hak salah satu pihak, seperti rahn, orang 
yang menggadai sesuatu benda punya kebebasan kapan saja ia akan 
melepaskan rahn atau menebus kembali barangnya. 
d. Akad lazimah yang menjadi hak dua belah pihak tanpa menunggu 
persetujuan salah satu pihak, seperti titipan boleh diminta oleh yang 
menitipkan tanpa menunggu persetujuan yang menerima titipan 
atau yang menerima titipan boleh mengembalikan barang yang 
dititipkan kepada yang menitipkan tanpa menunggu persetujuan 
dari yang menitipkan. 
8. Tukar-menukar hak, dari segi ini akad dibagi tiga bagian: 
a. Akad mu‟awadlah, yaitu akad yang berlaku atas dasar timbal balik 
seperti jual beli 
b. Akad tabarru‟at, yaitu akad-akad yang berlaku atas dasar 
pemberian dan pertolongan, seperti hibah. 
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c. Akad yang tabaru‟at pada awalnya dan menjadi akad mu‟awadlah 
pada akhirnya seperti qardh dan kafalah. 
9. Harus dibayar ganti dan tidaknya, dari segi ini akad dibagi menjadi  tiga 
bagian: 
a. Akad dhaman, yaitu akad yang menjadi tanggung jawab pihak 
kedua sesudah benda-benda itu diterima seperti qaradh. 
b. Akad amanah, yaitu tanggung jawab kerusakan oleh pemilik 
benda, bukan oleh yang memegang barang, seperti titipan (ida‟). 
c. Akad yang dipengaruhi oleh beberapa unsur, salah satu segi 
merupakan dhaman, menurut segi  yang lain merupakan amanah, 
seperti rahn (gadai). 
10. Tujuan akad, dari segi tujuannya akad dapat dibagi menjadi lima 
golongan: 
a. Bertujuan tamlik,  seperti jual beli. 
b. Bertujuan untuk mengadakan usaha bersama (perkongsian) seperti 
syirkah dan mudharabah. 
c. Bertujuan tautsiq (memperoleh kekayaan) saja, seperti rahn dan 
kafalah. 
d. Bertujuan meyerahkan kekuasaan, seperti wakalah dan washiyah. 
e. Bertujuan mengadakan pemeliharaan, seperti ida‟ atau titipan. 
11. Faur dan istimrar, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian: 
31 
 
a. Akad fauriyah, yaitu akad-akad yang dalam pelaksanaaanya tidak 
memerlukan waktu lama, pelaksanaan akad hanya sebentar saja, 
seperti jual beli. 
b. Akad istimrar, disebut pula akad zamaniyah, yaitu hukum akad 
terus berjalann seperti i‟arah. 
12. Asliyah dan thabi‟iyah, dari segi ini akad dibagi menjadi dua bagian: 
a. Akad asliyah, yaitu akad yang berdiri sendiri tanpa memerlukan 
adanya  sesuatu dari yang lain, seperti jual beli dan i‟arah. 
b. Akad thahi‟iyah yaitu akad yang membutuhkan adanya yang lain, 
seperti adanya rahn tidak dilakukan bila tidak ada utang. 
2. Hukum Perdata Tentang Perjanjian Kerjasama 
a. Pengertian Perjanjian 
Perjanjian dirumuskan dalam pasal 1313 KUHPdt, yaitu suatu perbuatan 
dengan mana suatu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 
atau lebih. Ketentuan pasal ini kurang tepat, karena ada beberapa kelemahan 
yang perlu dikoreksi. Kelemahan kelemahan tersebut adalah sebagai berikut: 
1). Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan 
kata kerja “mengikatkan diri”, sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, 
tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling 
mengikat diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak. 
2). Kata perubahan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian 
“perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan 
(zaakwaarneming), tidak melawan hukum (onrechtmatige daad) yang 
32 
 
tidak mengandung suatu konsensus. Seharusnya dipakai istilah 
“persetujuan”. 
3). Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga 
perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal 
yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai 
harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku KUHPdt sebenarnya 
hanya meliputi perjnjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat 
kepribadiaan (personal) 
4).  Tanpa menyebut tujuan. Dalam rumusan pasal itu tidak disebutkan tujuan 




Berdasarkan alasan-alasan di atas maka perjanjian dapat dirumuskan 
sebagai berikut: 
Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling 
mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. 
Dalam difinisi ini jelas terdapat konsensus antara pihak-pihak, untuk 
melaksanakan sesuatu hal, mengenai harta kekayaan, yang dapat dinilai 
dengan uang, perjanjian melaksanakan perkawinan misalnya, tidak dapat 
dinilai dengan uang, bukan hubungan antara debitur dan kreditur, karna 
perkawinan tersebut bersifat kepribadian, bukan kebendaan. 
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a. Ada pihak-pihak, sedikit-dikitnya dua orang (subjek) 
b. Ada persetujuan antara pihak-pihak itu (konsensus) 
c. Ada objek yang berupa benda 
d. Ada tujuan bersifat kebendaan (mengenai harta kekayaan) 
e. Adanya bentuk tertentu, lisan atau tulisan 
b. Syarat-Syarat Perjanjian 
Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang 
ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat 
hukum (legally concluded contract). Menurut ketentuan pasal 1320 KUHPdt, 
syarat-syarat sah perjanjian antara lain:
49
 
1).  Ada persetujuan kehendak pihak-pihak yang membuat perjanjian 
(konsensus). 
Persetujuan kehendak adalah kesepakatan, seia sekata pihak-pihak 
memenuhi pokok perjanjian, adapun yang dikehendaki oleh pihak yang 
satu juga dikehendaki oleh pihak yang lainnya. Persetujuan itu sifatnya 
sudah mantap, tidak lagi dalam perundingan. Sebelum ada persetujuan, 
biasanya pihak-pihak mengadakan perundingan (negotiation), pihak yang 
satu memberitahukan kepada pihak yang lain mengenai objek perjanjian 
dan syarat-syaratnya. Pihak yang lain menyatakan pula kehendaknya, 
sehingga tercapi persetujuan yang mantap. Kadang-kadang kehendak itu 
dinyatakan secara tegas dan kadang-kadang secara diam-diam, tetapi 
maksudnya menyetujui apa yang dikehendaki oleh pihak-pihak itu. 
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Menurut yurisprudensi (Hage Read arrest 6 mei 1926) persetujuan 
kehendak dapat dilihat dari tingkah laku berhubungan dengan kebutuhan 
masyarakat dan kepercayaan yang diakui pihak lainnya, baik secara lisan 
maupun tertulis, misalnya telegram dan surat. Misalkan seseorang naik 
bis kota, dengan perbuatan naik bis itu ada persetujuan untuk membayar 
ongkos dan kondektur ternyata menerimakan ongkos tersebut. Ini berarti 
kondektur tersebut telah setuju mengikatkan diri untuk mengangkut 
penmpang tersebut walaupun tidak dinyatakan dengan tegas. Demikian 




Persetujuan kehendak itu bersifat bebas, artinya tidak ada paksaan, 
tekanan dari pihak manapun juga, betul-betul atas kemauan sukarela 
pihak-pihak. Dalam pengertian persetujuan kehendak termasuk juga tidak 
ada kehilafan dan tidak ada penipuan. Dikatakan tidak ada paksaan 
apabila orang yang melakukan perbuatan itu tidak melakukan perbuatan 
itu tidak berada dibawah ancaman, baik dengan kekerasan jasmani 
maupun menakut-nakuti, misalnya akan membuka rahasia, sehingga 
dengan demikian orang itu terpaksa menyetujui perjanjian. ( pasal 1324 
KUHPdt). 
Diikatkan tidak ada kehilafan atau kekeliruan atau kesesatan 
apabila salah satu pihak tidak hilaf atau tidak keliru mengenai pokok 
perjanjian atau sifat-sifat penting objek perjanjian tau mengenai orang 
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dengan siapa diadakan perjanjian tersebut. Menurut ketentuan pasal 1322 
ayat 1 dan 2, kekeliruan atau kehilafan tidak mengakibatkan batal suatu 
perjanjian, kecuali apabila kekeliruan atau kehilafan itu terjadi mengenai 
hakikat benda yang menjadi pokok perjanjian, atau mengenai sifat 




Dikatakan tidak ada penipuan apabila tidak ada tindakan menipu 
menurut arti undang-undang (pasal 378 KUHP). Penipuan menrut arti 
undang-undang ialah denagn sengaja melakukan tipu muslihat dengan 
memberikan keterangan palsu dan tidak benar untuk membujuk pihak 
lawan untuk menyetujui, menurut ketentuan pasal 1328 KUHPdt, apabila 
tipu muslihat itu dipakai oleh salah satu pihak sedemikian rupa, sehingga 
terang dan nyata membuat pihak lain tertaik untuk membuat perjanjian. 
Sedangkan jika tidak dilakukan tipu muslihat itu, pihak lain tidak akan 




Menurut yurisprudensi, tidak cukup dikatakan ada penipuan, 
apabila hanya merupakan kebohongan belaka mengenai suatu hal. Baru 
ada penituan jika di situ ada tipu muslihat  yang memperdaya. Misalnya 
pedagang lazim memuji barang-barangnya sebagai yang paling baik, 
hebat, padehal tidak demikian. Ini hanya kebohongan belaka tidak 
termasuk penipuan, misalkan dalam iklan-iklan. 
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Akibat hukum tidak ada persetujuan kehendak ( karena paksaan, 
kehilafan, dan penipuan) dengan kata lain bahwa perjanjian itu dapat 
dimintakan pembatalannya kepada hakim (vernietigbaar, voidable). 
Menurut ketentuan pasal 1454 KUHPdt, pembatalan dapat diminta dalam 
tenggang waktu lima tahun, dalam hal ada paksaaan dihitung sejak hari 
paksaan itu berhenti, dalam hal ada kehilafan dan penipuan dihitung 
sejak hari diketahuinya kehilafan dan penipuan itu. 
2). Ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian (capacity), 
Kecakapan pihak-pihak, pada umumnya orang dikatakan cakap 
melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya sudah 
mencapai umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum mencapai 21 
tahun. Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPdt, dikatakan tidak cakap 
membuat perjanjian aadalah orang yang belum dewasa, orang yang 
ditaruh di bawah pengampuan, dan wanita bersuami. Mereka ini apabila 
melakukan perbuatan hukum harus diwakilkan oleh wali mereka, dan 
bagi istri ada izin suami. Menurut hukum nasioanal Indonesia sekarang, 
wanita bersuami sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum, 
jadi tidak perlu lagi izin suami. Perbuatan hukum yang dilakukan istri sah 
menurut hukum dan tidak dapat diminta pembatalan kepada Hakim.
53
 
Akibat hukum ketidak cakapan membuat perjanjian ialah bahwa 
perjanjian yang telah dibuat itu dapat diminta pembatalannya kepada 
Hakim. Jika pembatalannya tidak dimintakan oleh pihak yang 
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berkepentingan, sepanjang tidak dimungkiri oleh pihak yang 
berkepentingan, perjanjian itu tetap berlaku bagi pihak-pihak. 
3). Ada suatu hal tertentu (objek), 
Suatu hal tertentu, satu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, 
objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi. Prestasi ituu harus 
tertentu atau sekrang-kurangnya dapat ditentukan. Kejelasan mengenai 
pokok perjanjian atau objek perjanjian ialah untuk memungkinkan 
pelaksanaan hak dan kewajiban pihak-pihak. Jika pokok perjanjian, atau 
objek perjanjian, atau prestasin itu kabur, tidak jelas, sulit bahkan tidak 
mungkin dilaksanakan, maka perjanjian itu batal (nieth, void).  
4). Ada suatu sebab yang halal (causa). 
Suatu sebab yang halal (causa), kata “causa” berasal dari bahasa 
latin artinya sebab, sebab adalah suatau yang menyebabkan orang 
membuat perjanjian, yang mendorong orang membuat perjanjian. Tetapi 
yang dimaksud dengan causa yang halal dalam pasal 1320 KUHPdt itu 
bukanlah sebab yang dalam arti yang menyebabkan atau uang 
mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam arti isi 
perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai 
oleh pihak-pihak. 
Undang-undang tidak memperdulikan apa yang menjadi sebab 
orang mengadakan perjanjian. Yang diperhatikan atau diawasi oleh 
undang-undang ialah isi perjanjian itu, yang menggambarkan tujuan yang 
hendak dicapai pleh pihak-pihak, apakah dilarang oleh undang-undang 
38 
 
atau tidak, apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan 
atau tidak (pasal 1337 KUHPdt). 
Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah 
batal. Dengan demikian tindakan dasar untuk menentukan perjanjian di 
muka Hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. 
Demikian jika apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa (sebab), ia 
dianggap tidak pernah ada ( pasal 1335 KUHPdt). 
Syarat pertama dan syarat kedua pasal 1320 KUHPdt disebut syarat 
subjektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subjek perjanjian. 
Jika syarat ini tidak dipenuhi, perjanjuian dapat dibatalkan. Tetapi jika 
tidak diminta pembatalan kepada Hakim, perjanjian itu tetap mengikat 
pihak-pihak, walaupun diancam pembatalan sebelum lampau waktu lima 
tahun (pasal 1454 KUHPdt).
54
 
Syarat ketiga dan keempat pasal 1320 KUHPdt disebut syarat 
objektif, karena mengenai sesuatu yang menjadi objek perjanjian. Jika 
syarat ini tidak dipenuhi, perjanjian batal. Kebatalan ini dapat diketahui 
apabila perjanjian tidak mencapai tujuan karena salah satu pihak tidak 
memenuhi kewajibannya. Kemudian diperkarakan ke muka Hakim, dan 
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c. Asas-Asas Perjanjian 
Hukum perjanjian mengenai beberapa asas penting, yang merupakan 




1) Asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas mengadakan perjanjian 
apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. 
Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh 
undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak 
bertentangan dengan kesusilaan. 
2) Asas pelengkap, asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-
undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan 
membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan 
undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak 
ditentukan, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya 
mengandung hak dan kewajiban pihak-pihak saja. 
3) Asas konsensual, asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi 
sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak 
mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan 
mempunyai akibat hukum. Dari asas ini dapat disimpulkan bahwa 
perjanjian yang dibuat itu cukup secara lisan saja, sebagai penjelmaan dari 
asas “manusia itu dapat dipegang mulutnya”, artinya dapat dipercaya 
dengan kata-kata yang diucapkannya. Tetap ada perjanjian tertentu yang 
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dibuat secara tertulis, misalnya perjanjian perdamain, hibah, 
pertanggungan. Tujuannya untuk bukti lengkap mengenai apa yang 
mereka perjanjikan. Perjanjian dengan formalitas tertentu ini disebut 
perjanjian formal. 
4) Asas obligator, asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat 
oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban 
saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila 
dilakukan denagn perjanjian yang bersifat kebendaan yaitu melakui 
penyerahan. 
d. Wanprestasi dan Force Majeure 
a. Wanprestasi  
Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah 
disepakati dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur 
karena dua kemungkinan alasan ialah:
56
 
1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun 
kelalian, 
2. Karena keadaan memaksa (foce majeure), di luar kemampuan 
debitur. Jadi debitur tidak bersalah. 
Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan 
wanpestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagimana debitur 
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dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Dalam hal ini 
ada tiga keadaan, yakni:
57
 
1. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali. 
2. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak baik atau keliru. 
3. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau 
lambat. 
Untuk mengetahui sejak kapan debitur dalam keadaan 
wanprestasi, perlu diperhatikan apakah dalam perikatan itu ditentukan 
jangka waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. Dalam hal 
tenggang waktu pelaksaaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, 
perlu memperingatkan debitur supaya dia memenuhi prestasi. Dalam 
hal telah ditentukan tenggang waktunya, menurut ketentuan pasal 
1238 KUHPdt debitur dianggap lalai dengan lewatnya tenggang waktu 
yang telah ditetapkan dalam perikatan. 
Debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan 
bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah 
ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur 
dinyatakan telah lalai atau wanprestasi. Peringatan tertulis dapat 
dilakukan secara resmi dan dapat juga secara tidak resmi. Peringatan 
tertulis secara resmi dilakukan melalui pengadilan negeri yang 
berwenang, yang disebut sommatie. Kemudian, pengadilan negeri 
dengan perantaraan juru sita menyampaikan surat peringatan tersebut 
                                                             
57
 Ibid, h. 242 
42 
 
kepada debitur yang disertai berita acara penyampaiannya. Peringatan 
tertulis  tidak resmi, misalnya, melalui surat tercatat, telegram, 
faksimile, atau disampaikan sendiri oleh kreditur kepada debitur 
dengan tanda terima. Surat peringatan disebut ingebreke stelling. 
 Akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi 
adalah hukuman atau sanksi hukuman sebagai berikut:
58
 
1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang diderita oleh 
kreditur. 
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat memenuhi 
pemutusan atau pembatalan perikatan melalui pengadilan (Pasal 
1266 KUHPdt). 
3. Perikatan untuk memberikan sesuatu, risiko beralih kepada 
debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPdt). 
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat 
dilakukan atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian 
(Pasal 1267 KUHPdt). 
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan dimuka 
pengadilan negeri dan debitur dinyatakan bersalah. 
b. Force majeure 
Force majeure adalah keadaan tidak dipenuhinya prestasi oleh debitur 
karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak dapat diketahui atau tidak 
dapat diduga akan terjadi ketika membuat perikatan atau perjanjian. 
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Dalam foce majeure, debitur tidak dapat disalahkan karena keadaan 
ini timbul diluar kemauan dan kemampuan debitur. Unsur-unsur 
keadaan memaksa adalah seabagi berikut:
59
 
1. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi peristiwa yang 
membinasakan atau memusnahkan benda objek perikatan atau 
perjanjian tersebut. 
2. Tidak dipenuhi prestasi karena terjadi pristiwa yang menghalangi 
perbuatan debitur untuk berprestasi. 
3. Peristiwa itu tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada 
waktu membuat perikatan atau perjanjian tersebut. 
e. Ganti Rugi Akibta Kelalaian 
Menurut ketentuan pasal 1243 KUHPdt, ganti kerugian karena tidak 
dipenuhi suatu perikatan, baru diwajibkan jika debitur dinyatakan lalai 
memenuhi perikatan, tetapi melalaikannya sesuatu yang harus diberikan 
atau dikerjakan, hanya dapat diberikan atau dikerjakan dalam tenggang 
waktu yang telah lewat.
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Yang dimaksud kerugian dalam pasal 1243 KUHPdt adalah kerugian 
yang timbul karena debitur lalai memenuhi perikatan (wanprestasi). 
Kerugian tersebut wajib diganti oleh debitur terhitung sejak debitur 
dinyatakan lalai. Ganti kerugian itu terdiri atas tiga unsur yakni:
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1. Ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan, misalnya ongkos cetak, 
biaya materai dan biaya iklan. 
2. Kerugian sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik 
kreditur akibat kelalaian debitur, misalnya busuknya buah-buahan 
karena terlibat melakukan penyerahan, ambruknya gedung karena 
kesalahan konstruksi sehingga merusak perabotan rumah tangga. 
3. Bunga atau kentungan yang diharapkan, misalnya bunga berjalan 
selama piutang terlambat dilunasi, keuntungan yang tidak diperoleh 
karena kelambatan penyerahan bendanya. 
Ganti kerugian hanya berupa uang bukan berupa barang, kecuali jika 
diperjanjikan lain. Dalam ganti kerugian tersebut, tidak selalu ketiga unsur 
harus ada. Mungkin yang ada hanya kerugian yang sesungguhnya 
ditambah ongkos atau biaya. 
Untuk melindungi debitur dari tuntutan sewenang-wenang dari pihak 
kreditur. Undang-undang memberikan memberikan pembatasan terhadap 




1. Kerugian yang dapat digunakan ketika membuat perkiraan. Dapat 
diduga itu tidak hanya mengenai kemungkinan timbulnya kerugian, 
tetapi juga meliputi besarnya jumlah kerugian. Jika jumlah kerugian 
meliputi batas yang dapat diduga, kelebihan yang melampaui batas 
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dugaan itu tidak boleh dibebankan kepada debitur, kecuali jika debitur 
tenyata telah melakukan tipu daya (Pasal 1247 KUHPdt). 
2. Kerugian sebagai akibat langsung kelalian debitur, seperti yang 
ditentukan dalam pasal 1248 KUHPdt. Untik menentukan syarat akibat 
langsung dipakai teori adequate. Menurut teori ini akibat langsung 
adalah akibat yang menurut pengalaman manusia normal dapat 
diharapkan atau dapat diduga akan terjadi. Dengan terjadinya kelalaian, 
debitur selaku manusia normal dapat menduga akan merugikan 
kreditur. 
3. Bunga dalam hal terlambat membayar jumlah utang (pasal 1250 ayat 
(1) KUHPdt). Besarnya bunga didasarkan pada ketentuan yang 
ditetapkan oleh bank Indonesia. Menurut yurisprudensi, pasal 1250 
KUHPdt tidak dapat dilakukan terhadap perjanjian yang timbul karena 
perbuatan melawan hukum.  
f.  Berakhirnya Perjanjian Kerjasama 
Undang-undang menyebutkan macam cara berakhirnya perjanjian 
kerjasama, KUHPerdata mengatur faktor-faktor yang dapat menyebabkan 
berakhirnya perjanjian diantaranya adalah:
63
 
1. Karena pembayaran, pembayaran tidak selalu diartikan dalam bentuk 
penyerahan uang semata, terpenuhnya sejumlah prestasi yang dijanjikan 
juga memenuhi unsur pembayaran. Pembayaran disini tidak hanya 
meliputi sejumlah uang tetapi menyerahkan suatu benda. Dengan kata 
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lain perjanjian berakhir karena pembayaran dan penyerahan suatu 
benda. Jadi dalam hal ini objek perjanjian adalah sejumlah uang maka 
perjanjian perjanjian berakhir dengan pembayaran uang. Tetapi jika 
dalam perjanjian adalah suatu benda, maka perjanjian berakhir setelah 
penyerahan benda. Dalam hal objek perjanjian adalah pembayaran uang 
dan penyerahan benda secara timbal balik, perjanjian baru berakhir 
setelah pembayran dan penyerahan benda. 
2. Penawaraan pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan atau penitipan, 
pemenuhan prestasi dalam suatu perjanjian sepatutnya dilaksanakan 
sesuai hal yang diperjanjiakan termasuk waktu pemenuhannya, namun 
tidak jarang prestasi tersebut dapat dipenuhi sebelum waktu yang 
diperjanjikan. Penawaran dan penerimaan pemenuhan prestasi sebelum 
waktunya dapat menjadi sebab berakhirnya perjanjian, misalnya 
perjanjian pinjam meminjam yang pembayarannya dilakukan dengan 
cicilan, apabila pihak yang berhutang dapat membayar semua jumlah 




Apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan notaris 
dan atau jurusita, maka kemudian kreditur menolak penawaran tersebut 
atas penolakan kreditur itu kemudian debitur menitipkan pembayaran 
itu kepada panitra pengadilan negeri untuk disimpan, dengan demikian 
suatumperjanjian menjadi berakhir (pasal 1404 KUHPpt). Supaya 
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a. Dilakukan kepada kreditur atau kuasanya 
b. Dilakukan oleh debitur yang berwenang membayar 
c. Mengenai semua unagn pokok, bunga dan biaya yang telah 
ditetapkan 
d. Waktu yang ditetapkan telah tiba 
e. Penawaran pembayaran dilakukan di tempat yang telah disepakati 
atau disetujui 
f. Penawaran pembayaran dilakukan notaris atau jurusita dan disertai 
oleh dua orang saksi. 
3. Pembeharuan hutang, sebab munculnya perjanjian baru menyebabkan 
perjanjian lama yang diperbahari berakhir. Perjanjian baru bisa muncul 
karena berubahnya pihak dalam suatu perjanjian, misalnya perjanjian 
novasi dimana pergantian pihak debitur atau karena berubahnya 
perjanjian pengikatan jual beli menjadi sewa,karena pihak pembeli 
tidak mampu melunasi hal ini menyebabkan berakhirnya perjanjian. 
4. Perjumpaan hutang atau kompensasi, perjumpaan hutan terjadi akibat 
antara kreditur dan debitur saling mengutang terhadap yang lain, 
sehingga utang keduanya dianggap terbayar oleh piutang mereka 
masing-masing. Disebutkan ada perjumpaan hutang apabila hutang 
piutang debitur dan kreditur secara timbal balik dilakukan perhitungan. 
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Dengan perhitungan ini hutang piutang lama lenyap. Misalnya A 
memiliki hutang Rp 30.000.000,- pada B. sebaliknya B punya hutang 
pada A sejumlah Rp 60.000.000,-, setelah dihitung ternyata B masih 
memiliki hutang pada A Rp 30.000.000,-. Supaya hutang itu dapat 
diperjumpakan, perlu dipenuhi syarat-syarat
66
 sebagi berikut: 
a. berupa sejumlah uang atau benda yang dapat dihabiskan. 
b. Hutang harus sudah dapat ditagih. 
c. Hutang itu seketika dapat ditentukan atau ditetapkan jumlahnya 
(pasal 1427 KUHPdt). Setiap hutang apapun sebabnya dapat 
diperjumpakan, kecuali dalam hal berikut ini: 
1) Apabila dituntut pengambilan suatu benda yang secara melawan 
hukum dirampas dari pemiliknya, misalkan pencurian. 
2) Apabila dituntut pengembalian barang sesuatu yang dititipkan 
atau dipinjamkan. 
3) Terhadap suatu hutang yang bersumberkan pada tunjangan 
nafkah yang telah dinyatakan tidak sisita (pasal 1429 KUHPdt) 
5. Pencampuran hutang, perubahan kedudukan pihak atas suatu objek 
perjanjian juga dapat menyebabkan terjandinya pencampuran hutang 
yang mengakhiri suatu perjanjian, misalnya penyewa rumah yang 
berubah menjadi pemilik rumah karena dibelinya rumah sebelum waktu 
sewa habis sementara masih ada tanggungan sewa yang belum dilunasi. 
Menurut ketentuan  pada pasal 1436 kedudukan kreditur dan debitur itu 
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menjadi satu, artinya berada dalam satu tangan. Percampuran hutang 
tersebut terjadi dalam hukum. Dalam percampuran hutang ini hutang 
piutang menjadi lenyap, misalkan A sebagai ahli waris mempunyai 
hutang pada B sebagai pewaris. Kemudian B meninggal dunia dan A 
menerima warisan tersebut juga hutang atas dirinya sendiri. Dalam hal 
ini hutang lenyap demi hukum.
67
 
6. Pembebesan hutang, pembebasan hutang dapat terjadi karena adanya 
kerelaan pihak kreditur untuk membebaskan debitur dari kewajiban 
membayar hutang, sehingga dengan terbebasnya debitur dari hutang 
maka hal yang disepakati dalam perjanjian menjadi sebagi syarat 
sahnya perjanjian menjadi tidak ada padahal suatu perjanjian dengan 
demikian berakhirlah perjanjian. Secara sederhana pembebasan utang 
adalah perbuatan hukum dimana dengan itu kreditur melepas haknya 
untuk menagih piutang dari debitur. Pembebasan hutan tidak memiliki 
bentuk tertentu. Dapat saja diadakan secara lisan. Untuk terjadinya 
pembebasan hutan secara mutlak, bahwa pernyaraan kreditur tentang 




Menurut pasal 1439 KUHPdt perbebasan hutang tersebut tidak boleh 
dipersangkakan tetapi harus dibuktikan. Misalnya pembelian surat 
piutang asli secara sekarela oleh kreditur merupakan bukti tentang 
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bebasnya utangnya. Dengan demikian pembebsan utang maka menjadi 
hapus. 
Jika pembebasan utang dilakukan oleh seseorang yang tidak cakap 
untuk membuat perjanjian, atau ada paksaan, kekeliruan atau penipuan, 
maka dapat ditentukan pembatalan. Pasal 1442 menentukan:
69
 
a. Pembebasan utang yang diberikan kepada debitur utama, 
membebaskan para penanggung utang. 
b. Pembebasan utang yang diberikan kepada penanggung utang, tidak 
membebaskan debitur utama. 
c. Pembebasan yang diberikan kepada salah seseorang penanggung 
utang, tidak membebaskan penganggung lainnya. 
7. Musnahnya barang yang terhutang, menurut ketentuan pasal 1444 
KUHPdt, apabila benda tertentu yang menjadi objek perjanjian itu 
musnah, tidak dapat lagi dipergunakan, atau hilang, diluar kesalahan 
debitur dan sebelumnya ia lalai menyerahkannya pada waktu yang telah 
ditentukan, maka perjanjian menjadi hapus.
70
 Tetapi bagi mereka yang 
memperoleh benda itu secara tidak sah, misalnya karena pencurian, 
maka musnahnya atau hilangnya benda tersebut tidak membebaskan 
debitur (orang yang mencuri) untuk mengganti harganya. Meskipun 
debitur lalai menyerahkan benda itu, ia pun akan bebas dari perjanjian 
itu, apabila ia dapat membuktikan bahwa hapusnya atau musnahnya 
benda itu disebabkan oleh suatu kejadian diluar kekuasaan dan benda 
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itu akan menemui nasib yang sama, meskipun sudah berada di tangan 
kreditur. 
8. Kebatalan atau pembatalan, tidak terpenuuhnya syarat sah suatu 
perjanjian dapat menyebabkan berakhirnya perjanjian, misalnya karena 
pihak yang melakukna perjanjian tidak memenuhi syarat kecakapan 
hukum. Tata cara pembatalan suatu perjanjian yang yang disepakati 
dalam perjanjian juga dapat menjadi dasar berakhirnya perjanjian. 
Terjadinya suatu pembatalan perjanjian yang tidak diatur perjanjian 
hanya dapat terjadi atas dasar kesepakatan para pihak sebagimana diatur 
dalam pasal 1338 KUHPdt atau dengan putusan pengadilan yang 
berdasarkan pasal 1266 KUHPdt. Secara prinsip suatu perjanjian yang 
telah dibuat dapat dibatalkan jika perjajian tersebut dalam 
pelaksanaannya akan merugiakan pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak ini 
meliputi setiap individu yang merupakan pihak ketiga di luar para pihak 
dalam perjanjian tersebut. Secara garis besar, alasan pembatalan 
perjanjian ada 2 golongan yaitu:
71
 
a. Berkaitan dengan pembatalan perjanjian oleh salah satu pihak 
dalam perjanjian 
b. Yang berhubungan dengan pembatalan perjanjian oleh pihak ketiga 
diluar perjanjian 
Suatu perjanjian dikatakan batal demi hukum, dalam pengertian tidak 
dapat dipaksakan pelaksanaannya juka terjadi pelanggaran terhadap 
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syarat objektif dari sahnya suatu perjanjian. Disamping tidak 
terpenuhnya syarat objektif, undang-undang juga merumuskan secara 
konkrit untuk setiap perbuatan hukum terutama pada perjanjian formil 
yang mensyaratkan dibentuknya perjnjian dalam bentuk yang 
ditentukan oleh undang-undang yang jika tidak penuhi maka perjnjian 
tersebut akan batal demi hukum. Sesuatu kebatalan disebut dengan 




Penuntutan pembatalan yang dapat diajukan oleh salah satu pihak yang 
membuat perjanjian yang dirugikan, karena perjanjian tersebut harus 
dilakukan dalam waktu lima tahun, waktu mana dalam hal suatu 
perjanjian yang dibuat oleh seorang yang belum dewasa dihitung mulai 
dari hari orang tersebut telah menjadi dewasa dalam hal ini suatu 
perjanjian yang dibuta karena kekhilafan atau penipuan dihitung mulai 
hari dimana kekhilafan atau penipuan ini diketahui. Penuntutan 
pembatalan perjanjian akan tidak diterima oleh hakim, jika ternyata 
sudah ada penerimaan baik dari pihak yang dirugikan. Karena orang 
yang telah menerima baik suatu kekurangan atau suatu perbuatan yang 
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3. Akad Mudharabah dalam Hukum Ekonomi Syariah 
a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Mudharabah 
a. pengertian 
Mudharabah merupakan salah satu dari beberapa akad. Mudharabah 
dalam arti asalnya “berjalan diatas bumi untuk berniaga” atau disebut dengan 
qiradh yang arti asalnya yaitu saling menguntungkan. Mudharabah adalah 
kerjasama dua pihak yang satu diantaranya menyerahkan uang kepada pihak 




Mudharabah dalam kamus bahasa arab berasal dari kata  يضرب  –ضرب- 
 yang berarti memukul atau berjalan.75 Pengertian memukul atau berjalan ضربا




Secara etimilogi mudharabah berasal dari kata ىف االرض الضرب yang artinya 
bepergian di muka bumi untuk berdagang.
77
 Mudharabah disebut juga qiradh 
yang berasal dari kata al-qardlu, yang artinya al-qath‟u (potongan) karena 
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Kata mudharabah berasal dari kata dharaba asal kata al-dharab yang 
artinya berpergian untuk urusan dagang. Abdurrahman Al Jazari mudharabah 
menurut bahasa adalah ungkapan terhadap pemberian harta seseorang kepada 
orang lain sebagai modal usaha yang keuntungannya dibagi antara mereka 
berdua, dan bila rugi akan ditanggung oleh pemilik modal.
79
 
Adapun pendapat yang menyebut Qiradh dengan muamalah adalah akad 
antara kedua belah pihak untuk salah seorangnya (selah satu pihak 
mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan 
dan laba dibagi sesuai kesepakatan).
80
 Mudharabah biasanya keuntungan 
dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak sedangkan kerugian akan 




Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan mudharabah yaitu semacam syirikat 
aqad, bermufakat dua orang padanya dengan ketentuan: modal dari satu 
pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pinak yang lain, dan 
ketentuan-ketentuan dibagi antara mereka.
82
 
Kasmir mengemukakan, bahwa mudharabah yaitu akad kerjasama antara 
dua pihak, pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi 
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pengelola, Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam 




Sultan remi Sjahdeni, mengemukakan mudharabah yaitu suatau transaksi 
pembayaran yang melibatkan sekurang-kurangnya dua pihak yaitu: 
a) Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai 
proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut 
disebut shahibul maal. 
b) Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan modal 
dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari 
shahibul maal, pihak tersebut disebut mudharib.
84
 
Muhammad Ridwan pengertian secara praktis akad mudharabah yaitu 
akad kerja sama dua orang atau lebih, salah satu pihak menyediakan modal 
secara penuh dan pihak lain menjalankan usaha. Pemilik modal disebut 
shaibul maal, sedangkan pengusaha disebut mudharib. Keduanya terkait 




Mudharabah menurut ahli fiqh adalah suatu perjanjian yang seseorang 
memberi hartanya kepada orang lain berdasarkan propesi yang telah disetujui. 
Sedangkan secara teknis mudharabah yaitu kerja sama antara dua pihak 
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pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak 
lainnya menjadi pengelola (mudharib).
86
  
 Mudharabah atau qirdh menurut terminology dikemukakan oleh para 
ulama sebagai berikut: 
a) Menurut para Fuqaha, mudharabah adalah akad antara dua pihak 
(orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya 
kepada pihak lain dipengaruhi dengan bagian yang telah ditentukan 
dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat 
yang ditentukan. 
b) Menurut Hanafiyah, mudharabah ialah suatu perjanjian untuk 
berkongsi di dalam keuntungan dan modal dari salah satu pihak dan 
kerja (usaha) dari pihak lain. 
c) Menurut Malikiyah, mudharabah adalah penyerahan uang muka oleh 
pemilik modal dalam jumlah uang tertentu kepada seorang yang akan 
menjalankan usaha dengan imbalan dari sebagian keuntungan 
d) Menurut Syafi‟iyah, mudharabah ialah penyerahan sejumlah uang 
dari pihak modal kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu 
usaha dagang dengan keuntungan modal menjadi milik bersama 
antara keduanya. 
e) Menurut Hambali, mudharabah ialah penyerahan suatu barang atau 
sejenisnya dala jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang 
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Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa mudharabah 
adalah akad antara pemilik modal (shahibul al mal) dengan pengelola usaha 
(mudharib), dengan perjanjian bahwa keuntungan yang diperoleh dari usaha 
tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. 
Menurut istialah syara‟ mudharabah adalah suatu akad kerjasama antara 
dua pihak untuk bekerjasama dalam usaha perdagangan dimana salah satu 
pihak memberikan dana kepada pihak lain sebagi modal dan keuntungan dari 
usaha itu akan dibagi diantara mereka berdua sesuai perjnjian yang telah 
disepakati. Hasbi Ash-Shiddiqy mengatakan bahwa mudharabah  adalah 
semacam akad, bermufakat dua orang padanya dengan keuntungan modal 
dari satu pihak, sedangkan usaha menghasilkan keuntungan dari pihak yang 
lain, dan keuntungan-keuntungan akan dibagi diantara mereka.
88
 
Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 
tentang pembayaran mudharabah (Qiradh), difinisi mudharabah adalah 
pembayaran yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk kegiatan 
usaha yang produktif. Pada poin kedua dalam fatwa DSN-MUI/IV/2000 juga 
diterangkan bahwa dalam pembayaran mudharabah LKS sebagai shahibul 
maal (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), 
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b. Dasar Hukum 
Secara umum dasar hukum mudharabah lebih mencerminkan anjuran 
untuk usaha. Islam memandang mudharabah sebagai akad yang dibolehkan 
berdasarkan Al-Qur‟an dan Hadis. Islam juga mensyari‟atkan dan 
membolehkan kepada semua umatnya untuk memberikan keringanan kepada 
umat yang lain. Sebagimana seseorang memiliki harta akan tetapi orang 
tersebut tidak memiliki kemapuan untuk menjadikan harta tersebut lebih 
produktif. Hal ini menjadi salah satu alasan Islam mensyari‟atkan untuk 
bermuamalah, agar kedua pihak dapat mengambil manfaatnya. 
Pemilik harta akan mendapatkan manfaat dengan pengalaman pengelola 
usaha sedangkan pengelola usaha akan memperoleh manfaat dengan harta 
tersebut sebagai modal usahanya. Dengan demikian terbangunlah kerjasama 
antara pemilik harta dan pengelola usaha.  
Adapun dasar hukum yang disyari‟atkan dalam mudharabah yaitu:  
a) Al-Qur‟an 
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Al-Qur‟an Surat [5] Al-Maidah 1 
                           
                            
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. 
Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan 
kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan 
berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya 
Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. 
Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah 




AL-Qur‟an surat Al-muzammil [73] ayat 20 yang berbunyi 
  …              … 




Al-Qur‟an surat Al-Baqarah [2] ayat 189 yang berbunyi: 
                  …    
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Al-Qur‟an surat Al-Baqarah [2] ayat 282 dan 283 yang berbunyi: 
                         … 
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya” 
…                                … 
Artinya: “akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, 
Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya 
(hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya”
93
 
Al-Qur‟an surat Al- jumu‟ah [62] ayat 10 yang berbunyi: 
                           
           
Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di 
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
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Al-Qur‟an surat An-Nisa‟ [4] ayat 29 yang berbunyi: 
                       
                     
       
Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. 
dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah 




َقَل: َثاَلًث ِفْيِهٌن اَلبَ رََكٌة: اَْلبَ ْيُح ِإََل  َوَسلَّمْ ُصَهْيٍب َرِضَى اللَُّه َعْنُه أنَّ النَّيبَّ َصلَى اللَُّه َعلْيِه َعْن 
ِعْْيِ لِلبَ ْيِت ال لِْلبَ ْيِح  َُقاَرَضُة, َوَخلُط البُ رَّ بِا لشَّ
  َأَجٍل, َومل
Artinya: Dari Shuhaib R.A bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda, “Tiga 
hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual beli bertempo 
meminjamkan modal untuk didagangkan, dan mencampur gandum 
dengan jagung untuk makanan dirumah tidal dijual.”(HR Ibnu 





Mudharabah disyari‟at kan berdasarkan ijma‟ (kesepakatan) para sahabat 
dan berdasarkan kesepakatan para imam yang menyatakan kebolehannya. 
Hal ini didasarkan dalil yang mengungkapkan bahwa tolong menolong 
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dalam kebaiakan dan saling mencegah dalam hal kemungkaran.
97
 
Diantara ijma‟ dalam mudharabah, disepakati oleh ulama tentang 
kebolehannya. Dasar kebolehan hukumnya itu adalah pengalaman nabi 
yang memperniagakan modal yang diberikan oleh Siti Khadijah sebelum 
beliau diangkat menjadi Nabi dan kemudian ditetapkan setelah beliau 
menjadi Nabi 
d) Qiyas  
Mudharabah diqiyaskan kepada al-musyaqah (menyuruh seseorang 
untuk mengelola kebun). Selain diantara manusia, ada yang miskin dan 
ada pula yang kaya. Pada satu sisi, banyak orang kaya yang 
mengusahakan hartanya, disisi lain juga tidak sedikin orang miskin yang 
mau bekerja tapi tidak memiliki modal. Maka dengan adanya 
mudharabah ditujukan antara lain untuk kemaslahatan manusia dalam 
rangka memenuhi kebutuhan mereka.
98
 Dengan adanya bekerjasama 
antara kedua belah pihak tersebut, maka kebutuhan masing-masing bisa 
dipadukan, sehingga menghasilkan keuntungan. 
b. Rukun, Syarat, Prinsip, dan Berakhirnya Akad Mudharabah 
Islam telah mengatur hukum dan syarat kerjasama mudharabah sehingga 
kerjasama itu dapat dikatakan sah oleh syara‟. Berikut ini rukun dan syarat 
kerjasama dalam mudharabah yaitu: 
a. Rukun Bagi Hasil (Mudharabah) 
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 Rukun adalah kata mufrad dari kata jamak “arkan” artinya asas 
atau sendi atau tiang, sesuatu yang menentukan sah (apabila dilakukan) 
dan tidak sah nya (apabila ditinggalkan) sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu 
termasuk dalam suatu pekerjaan itu. 
 Rukun mudharabah menurut sayyid sabiq adalah ijab dan qobul 
yang keluar dari orang yang memiliki keahlian dalam ijab qobul ini tidak 
disyarat adanya lafaz tertentu, akan tetapi dapat dengan bentuk apa saja 
yang menunjukkan makna mudharabah karena yang dimaksud dalam 
akad ini adalah tujuan dan maknanya bukan lafaz dan susunan katanya.
99
 
 Berdasarkan keterangan tersebut maka dapat dipahami bahwa yang 
dimkasud dalam rukun adalah unsur penting yang menyebabkan adanya 
suatu pekerjaan atas pekerjaan lain, yang dalam hal ini adalah kerja sama 
akad mudharabah.  
 Adapun rukun kerja sama mudharabah munurut ulama syafi‟iyah 
ada enam, yaitu: 
1) Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. 
2) Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari 
pemilik barang. 
3) Akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. 
4) Mal, yaitu harta pokok atau modal. 
5) Amal, yaitu pekerjaan pengelola harta sehingga menghasilkan lama, 
dan  
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Menurut Malikiyah, bahwa hukum mudharabah itu adalah jaiz. 




4) Pihak yang mengadakan perjanjian 
5) Sighat (ijab dan qabul).101 
Menurut jumhur ulama, rukun mudharabah ada 5 (lima) yaitu: 




5) Sighat, yaitu ijab dan qabul 
Menurut Zuhayli, akad mudharabah memiliki beberapa rukun yang 
telah ditentukan guna mencapai keabsahannya, yaitu: 
1) Pemilik dana (shahibul mal) 
2) Pengelola (mudharib) 
3) Ucapan serah terima( sighat ijab qabul) 
4) Modal (ra‟sul mal) 
5) Pekerjaan 
6) Keuntungan.102 
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Menurut Amir Syarifudin pada kerjasama mudharabah terhadap 
tiga unsur yang setiap unsur tersebut harus memenuhi syarat-syarat sahnya 
suatu akad mudharabah: 
1) Pemilik modal (robbul-mal) dan pengusaha atau yang disebut juga 
yang menjalankan modal (mudharib) sebagi pihak yang melakukan 
kerjasama. Keduanya harus memenuhi persyaratan untuk 
melangsungkan perjanjian, yang dewasa sehat akal dan bertindak 
dengan kesadaran dan pilihan sendiri, tanpa paksaan, sedangkan 
pengusaha atau menjalankan modal harus cakap dan mampu bekerja 
dengan bidangnya. 
2) Objek kerja sama atau modal, syartnya harus dalam bentuk uang atau 
barang yang ditaksir dengan uang, jelas jumlahnya, miliknya sempurna 
dari pemilik modal dan dapat diserahkan pada waktu berlangsungnya 
akad. 
3) Keuntungan atau laba, keuntungan dibagi sesuai dengan yang 
disepakati bersama dan ditentukan dalam kadar persentase, bukan 
dalam angka mutlak yang diketahui secara pasti. Alasannya adalah 
bahwa yang akan diterima oleh pekerja atau pemilik modal bukan 
dalam sesuatu yang pasti.
103
 
Menurut Abdullah al-Mushlih, seperti bentuk usaha lain, bisnis 
bagi hasil ini juga memiliki tiga rukun, yaitu dua atau lebih pelaku, objek 
akad dan pelafalan akad. 
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1) Dua pihak yang melakuna akad  
Kedua pihak disini adalah insvestor dan pengelola modal. Keduanya 
disyaratkan memiliki kompetensi beraktivitas. Yakni orang yang tidak 
dalam kondisi bangkrut (terlilit hutang), anak kecil, orang gila, orang 
idiot, semuanya tidak boleh melakukan transaksi ini. 
2) Objek ajad  
Objek akad dalam kerja sama bagi hasil ini tidak lain adalah jenis 
usaha dan keuntungna. 
a) Modal 
Modal disyaratkan harus alat tukar seperti emas, perak atau uang 
secara umum. Penanaman modal ini tidak boleh dilakukan dengan 
menggunakan barang kecuali bila disepakati untuk menetapkan 
nilai harganya dengan uang. Sehingga nilainya itu yang menjadi 
modal yang digunakan untuk memulai usaha. Atas dasar itulah 
hitung-hitunganya dianggap selesai untuk masa kemudian. 
b) Jenis usaha 
Asal dari usaha dalam bisnis bagi hasil (penanaman modal) adalah 
dibidang perniagaan atau di bidang-bidang lainnya. Pengelola 
modal ini tidak boleh bekerjasama dalam penjualan barang-barang 
haram berdasarkan kesepakatan ulama, seperti jual beli bangkai, 





Keuntungan dalam sistem penanaman modal (bagi hasil) ini 
hendaknya diketahui secara jelas dan tegas persentase tertentu bagi 
pemilik modal dan pengelola modal yang sifatnya merata seperti, 
setengah, sepertiga, dan seperempat dan sejenisnya. Kalau 
ditetapkan sejumlah keuntungan bagi salah satu pihak, sementara 
sisanya untuk untuk pihak yang lain, maka itu adalah usaha 
investasi yang tidak sah. Karena bisa jadi keuntungan dari usaha itu 
hanyalah bagian, sehingga kerja sama itu harus diberhentikan 
dalam keuntungannya. Lebih rusak lagi dari ini adalah apabila 
pemilik memberikan syarat dengan persentase tertentu dari 
modalnya yang tidak terikat dengan penanaman modal karena itu 
berarti mengkompromikan antara usaha melalui sistem penanaman 
modal ini dengan usaha berbasis riba. Ada sejumlah kode etik 
dalam sistem pembimbingan keuntungan dalam usaha kerja sama 
bagi hasil yaitu: 
a) Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua pihak, namun 
kerugian hanya ditanggung oleh pemilik modal saja dengan 
syarat kerugian terjadi bukan karena kelalaian pengelola. 
b) Keuntungan dijadikan sebagai cadangan modal. Kalau ada 
keuntungan disatu sisi dan kerugian atau kerusakan disisi lain, 
maka kerugian atau kerusakan tersebut harus ditutupi terlebih 
dahulu oleh keuntungan yang ada, kemudian yang tersisa dibagi 
sesuai dengan kesepakatan. 
68 
 
c) Pengelola tidak boleh mengambil keuntungan sebelum masa 
pembagian. Alasan tidak dibolehkannya pengelola modal 
mengambil bagian dari keuntungan kecuali setelah masa 
pembagian karena bisa saja terjadi kerugian setelah itu, 
sehungga keuntungan itu digunakan untuk menutupinya. 
Sehingga bukan hanya dengan pembagian saja, hak masing-
masing dari kedua pihak terjaga.
104
 
3) Pelafazan akad 
Pelafazan akad dalam transaksi muamalah biasanya disebut dengan 
ijab qabul atau sighat akad. Pelafazan akad ini dapat dilakukan dengan 
lisan atau tulisan harus dilakukan dengan kesepakatan bersama tentang 
untung ruginya dala hal-hal yang akan terjadi kemudian hari dan harus 
dengan bahasa yang jelas dapat dimengerti kedua belah pihak. 
b. Syarat Bagi Hasil ( Mudharabah) 
 Syarat-syarat mudharabah menurut Saayid Sabiq adalah 
berhubungan dengan rukun mudharabah itu sendiri. Syarat-syarat sah 
mudharabah adalah sebagai berikut: 
1) Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila 
barang itu berbentuk emas atau perak batangan (tabar) emas hiasan 
atau emas dagangan lainnya, maka mudharabah tersebut batal. 
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2) Bagi orang yang melakukan akad, disyaratkan maupun melakukan 
tasharruf, maka akan dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, 
orang gila dan orang-orang dibawa pengampunan. 
3) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara 
modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari 
pedagang tersebut yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak, 
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. 
4) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal 
harus jelas persentasenya, umpamanya setelah, sepertiga atau 
seperempat. 
5) Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalkan aku serahkan uang ini 
kepadamu untuk berdagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan 
Kabul dari pengelola. 
6) Mudharabah bersifat mutlak, pengelola modal tidak mengikuti 
pengelola harta untuk berdagang dinegara tertentu, memperdagangkan 
barang-barang tertentu, pada waktu tertentu sementara pada waktu 
lain tidak karena persyaratan yang mengikat sering menyimpulkan 
dari tujuan akad mudharabah, ialah keuntungan, bila dalam 
mudharabah ada persyaratan-persyaratan, maka mudharabah tersebut 
menjadi rusak (fasid) menurut pendapat Syafe‟i dan  Malik. 
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 Adapun menurut syarat-syarat Malikiyah mengemukakan sebagai 
berikut: 
1) Penyerahan modal pada pengelolaan harus segera, kalau penyerahan 
ditunda, maka mudharabah fasid. 
2) Modal harus diketahui jumlahnya sewaktu akad dilaksanakan oleh 
karenanya tidak sah mudharabah dengan modal yang tidak jelas 
jumlahnya. 
3) Modal yang di pertanggung jawabkan kepada pengelola. 
4) Modalnya harus unag yang berlaku dalam suatu Negara, baik uang 
cetak maupun bukan. 
5) Pembagian keuntungan harus ditegaskan oleh salah satu pihak tidak 
boleh menentukan sesuatu yang jelas bagi keuntungannya. 
6) Bagian keuntungan yang jelas itu hendaknya terkenal. 
7) Hendaknya pengelola saja yang bekerja 
8) Pemilik modal tidak boleh mempersempit pengelola dalam 
melakukannya. 
9) Tidak menunda-nunda waktu. 
Adapun syarat sah akad mudharabah sangat terkait dengan rukun 
mudharabah sebagimana yang telah disebutkan diatas: 
a) Berkenaan dengan syarat akad (aqidania) 
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Disyaratkan bagi orang yang akan melakukan akad, yaitu pemilik 
modal dan pengusaha adalah ahli dalam mewakilkan dan menjadi wakil. 
Khususnya bagi pengusaha (mudharib) harus orang-orang yang benar 
mampu (ahli) serta jujur, dalam arti ia bisa dipercaya untuk menjalankan 
modal sekaligus menjaga modal yang dipercayakan kepadanya.
106
 
b) Berkenaan dengan syarat modal (mauqud alaih) yaitu: 
1) . Modal harus berupa uang, seperti dinar, dolar, atau rupiah. 
2) . Modal harus diketahui dengan jelas dan memiliki ukuran. 
3) . Modal harus ada, bukan berupa hutang, artinya modal yang diberikan 
itu benar-benar milik sendiri. 
4) . modal harus diberikan kepada pengusaha. Hal ini dimaksud agar 
pengusaha dapat mengusahkannya, yakitu menggunakan modal 
tersebut sebagai amanah. Berkenaan dengan sighat (ijab dan qabul).
107
 
c) Berdasarkan dengan laba, yaitu: 
1). Laba harus memiliki ukuran 
Mudharabah dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan (laba). 
Dengan demikian jika laba tidak jelas maka mudharabah dianggap 
batal. 
2). Laba harus berupa bagian yang umum (masyhur). 
Pembagian keuntungan harus sesuai dengan keadaan yang berlaku 
secara umum, seperti setengah keuntungan yang diberikan kepada 
                                                             
106
 Moh Rifa‟I, Terjemahan Khulasah Kifayatul Akhyar,  (Semarang: CV. Toha Putra, 
1978), h. 223 
107
 Rachmat Syafe‟I,  Fiqih Muamalah,  (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 228 
72 
 
pemilik modal sedangkan setengah lagi diberikan kepada pengusaha 
(pengelola). 
Berdasarkan beberapa pendapat tentang rukun dan syarat dalam akad 
mudharabah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa 
rukun dan syarat dalam akad mudharabah adalah): pelaku (pemilik modal 
dan pengusaha), objek mudharabah (modal dan kerja), persetujuan kedua 
belah pihak (ijab qabul), dan nisab keuntungan.
108
 
c. Prinsip Mudharabah 
secara umum dapat dikemukakan bahwa mudharbah sebenarnya 
merupakan sub sistem dari musaqah. Namun , para ahli fiqih Islam 
meletakkan mudharabah dalam posisi tersendiri dan memberikan dasar 
hukum yang khusus, baik dari segi teks Al-Qur‟an maupun dari sunnah. 
Prinsip mudharabah adalah prinsip bagi hasil, yaitu perjanjian antara 
pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha. 
Pada perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya 
suatu proyek atau usaha, dan pengusaha setuju untuk mengelola usaha 
tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian. Pemilik modal 
tidak dibenarkan membuat usaha dan melakukan pengawasan. Apabila 
usaha yang diawasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut 
sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian tersebut terjadi 
karena penyelewengan atau penyalahgunaan perusahaan. Apabila terjadi 
kerugian yang merupakan konsekuensi bisnis semata (bukan karena 
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penyelewengan) maka kerugian tersebut akan ditanggung secara bersama-
sama antara pemilik modal dan pengusaha sesuai dengan perjanjian. 
Dengan prinsip tersebut semakin jelas terlihat bahwa sistem ekonomi 




Prinsip-prinsip mudharabah ini tidak terlepas dari prinsip muamalah 
Islam. Oleh karena itu mudharabah ini harus mengacu pada aturan 
syari‟at Islam dan Fiqih Muamalah menjadi indikatornya. Artinya sesuai 
atau tidaknya mekanisme dalam mudharabah ini sangat ditentukan 
kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip muamalah Islam. 
Adapun prinsip-prinsip mudharabah dalam muamalah Islam adalah 
sebagai berikut: 
a) Perinsip kebolehan melakukan akad mudharabah. 
Artinya bahwa akad mudharabah itu dibenarkan oleh Al-Qur‟an 
dan sunnah Rasul. Dalam mudharabah harus tetap berpegang teguh 
pada keuntungan  syari‟at Islam sebagaimana telah dijelaskan pada 
landasan hukum mudharabah (Al-Qur‟an dan sunnah) . mudharabah 
dibolehkan karna memiliki manfaat bagi orang banyak, terutama bagi 
kaum lemah dan pengusaha tidak dikenakan tanggungan terhadap 
modal yang rusak (pailit) Selama ia tidak melampaui batas dalam arti 
kerugian itu disebabkan konsekuensi dari bisnis.
110
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Menurut kaidah fikiah yang menyatakan: 
 َاأَلْصُل ىِف اْلُمَعاَماَلِت ْاإِلبَاَحُة ِإالَّ َأْب يَُدلَّ َدلِْيٌل َعَلى ََتْرْيَِْها
Artinya: “Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh 
kecuali ada dalil yang mengharamkan” 
Kaidah fikiah ini mengandung arti bahwa hukum Islam 
memberikan kesempatan luas bagi perkembangan bentuk dan macam 




b) Prinsip suka rela tanpa paksaan 
 Akad mudharabah mencerminkan kerelaan untuk bekerja sama, 
maka tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad ini dalam 
keadaan terpaksa. Selain itu, akad mudharabah bertujuan untuk 
membantu kehidupan kaum lemah, bukan semata-mata mencari 
keuntungan, bukan pula salah satu cara untuk mengeksploriti. Untuk 
itulah dalam bentuk kerjasama ini ditentukan adanya kebebasan dari 
pengusaha untuk berusaha sesuai dengan keinginan pemilik modal. 
 Al-Qur‟an Surat An-Nisa [4] ayat 29 yang berbunyi 
                       
                     
       
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Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 
perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. 
Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah maha 
penyayang kepadamu.”112 
Prinsip ini menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan harus atas 
dasar kerelaan masing-masing pihak. Kerelaan antara pihak-pihak yang 




c) Prinsip mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan. 
 Sebagai mahluk sosial, keuntungan akad kerjasama antara pihak 
satu dengan pihak lain guna meningkatkan tarif hidup khususnya 
dalam bidang ekonomi merupakan hal yang tidak bisa diabaikan. 
Kenyataan menunjukkan bahwa kehidupan manusia mempunyai 
modal, tetapi tidak bisa mengelola modal tersebut, dan keinginan 
membantu orang lain dengan jelas mengalihkan modal yang dia miliki 
kepada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola modal 
tersebut. Berdasarkan kenyataan ini, maka diperlukan kerja sama 








                                                             
112 Alwasim, Al-Qur‟an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata, 
(Kota Bekasi: Bagus Segara, 2013) , h. 65 
113
 Fathurrahman Djamil, Hukum Ekonomi Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.157 
114
 Helmi Karim, Fiqh Muamalah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993), h. 14 
76 
 
Al-Qur‟an surat al-a‟raf [7] ayat 188 yang berbunyi: 
                         
                         
    
   
Artinya: “Katakanlah ( Muhammad), aku tidak kuasa mendatangkan 
manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa 
yang dikehendaki Allah. Sekiranya aku mengetahui yang gaib, 
niscahya aku membuat kebijakan sebanyak-banyaknya dan 




 Pada bentuk kerja sama mudharabah, pemilik modal dan pengelola 
modal sangat diuntungkan, disatu sisi pemilik modal mendaptkan 
keuntungan dari investasi yang diberikannya. Sementara itu, disisi lain 
bagi orang yang memerlukan modal ia akan sangat terbantu dengan 
adanya kerjasama tersebut. Pengusaha berusaha dalam lapangan 
ekonomi serta terhindar dari pengangguran, dan dapat meningkatkan 
tarif hidup mereka. Dengan demikian, terciptalah kemaslahatan dan 
terhindar dari kemudharatan seperti kemiskinan dan pengangguran. 
d) Prinsip keadilan 
 Sifat semangat, kebersamaan, dan keadilan tanpak jelas dalam 
kerja sama mudharabah. Hal ini dapat dilihat melalui Kebersaman 
dalam menanggung kerugian yang dialami dalam usaha, kerugian akan 
ditanggung pemilik modal apabila kerugian itu merupakan akibat 
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(konsekuensi) dari bisnis, bukan karena rekayasa. pihak pengelola 
menanggung kerugian skill, dan waktu, sedangkan apabila 
mendapatkan keuntungan akan dibagi bersama sesuai dengan 
kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. 
Al-Qur‟an surat Al-Maidah [5] ayat 8 yang berbunyi: 
                  
                      
              
   
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu sebagai 
penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan 
adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.” Berlaku adillah. 
Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah 




 Berdasarkan uraian mengenai prinsip-prisip mudharabah di atas, 
maka dapat disimpulkan bahawa system kerja sama antara pemilik 
modal dan pengelola dalam bentuk akad mudharabah ini sangat terasa 
ketika dapat membantu perekonomian kaum lemah yang mempunyai 
keahlian tetapi tidak memiliki modal untuk melakukan sebuah usaha 
guna memenuhi kebutuhan hidup, dan yang terpenting dapat mencegah 
kesenjangan sosial antara orang kaya dan miskin. 
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d. Berakhirnya Akad Mudharabah 
Akad mudharabah akan berakhir apabila: 
1) Tidak terpenuhnya salah satu atau beberapa rukun dan syarat qiradl. 
Jika salah satu syarat tidak dipenuhi, sedangkan modal sudah 
dipegang oleh pengelola dan sudah diperdagangkan, maka pengelola 
mendapatkan sebagian keuntungannya sebagai upah, karena 
tindakannya atas izin pemilik modal dan ia melakukan tugas berhak 
menerima upah jika terdapat keuntungan. Jika ada kerugian, kerugian 
tersebut menjadi tanggng jawab pemilik modal karena pengelola 
ibaratnya sebagai pekerja yang hanya berhak menerima imbalan dan 
tidak bertanggung jawab kecuali ada kelalian dari pengelola modal.
117
 
2) Pengelola dengan sengaja meninggalkan tugasnya sebagai pengelola 
modal sebagimana yang telah disepakati bersama.
118
 
3) Salah satu pihak baik pemilik maupun pengelola modal meninggal 
dunia atau hilang akal. Apabila pengelola atau pemilik modal 
meninggal dunia, menurut jumhur ulama mudharabah menjadi batal. 
Hal ini disebabkan karena dalam akad mudharabah ada unsur 
wakalah, bila orang yang mewakilkan atau menerima wakil 
meninggal dunia maka akad wakalah menjadi batal. Sementara itu 
menurut Malikiyah, akad mudharabah tidakbatal dengan 
meninggalnya salah seorang yang berakad. Apabila yang meninggal 
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itu mudharib maka ahli warisnya dapat menggantikan dan 
melanjutkan usaha tersebut jika ia dapat dipercaya.
119
 
4) Salah satu pihak dari pemilik maupun pengelola modal memutuskan 
atau mengakhiri perjanjian (akad) mudharabah.
120
 
5) Dalam mudharabah dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir 
pada waktu yang telah ditentukan 
6) Usaha yang dilakukan mengalami kerugian yang mengakibatkan 
modal habis atau berkurang di tangan mudharib. Akad mudharabah 
menjadi batal karena midal berkurang atau habis, begitupun kalau 
modal diserahkan kepada orang lain, mudharabah  menjadi batal.
121
 
c. Ganti Rugi dalam Wanprestasi dan Force majeur 
Ganti rugi dalam wanprestasi dan forec majeu, ganti rugi dalam Islam 
lebih menitik beratkan pada hak dan kewajiban antara pihak debitur dan 
pihak kreditur, ganti rugi hanya dibebankan oleh debitur apabila pihak 
kreditur dirugikan oleh pihak debitur akibat tidak melakasanakan 
tanggung jawab atau ingkar janji (wanprestasi). Ganti rugi hanya 
dibebankan kepada debitur yang ingkar janji apabila kerugian yang 
dialami kreditur memiliki sebab akibat dengan perbuatan ingkar janji atau 




1) Adanya wanprestasi yang dapat dipermasalahkan. 
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2) Adanya wanprestasi menimbulkan kerugian bagi pihak kreditur 
3) Kerugian kreditur disebabkan oleh (memiliki sebab akibat dengan) 
perbuatan wanprestasi debitur. 
Wanprestasi dilakukan bila nasabah melakukan cidera janji, yaitu 
tidak menepati kewajiban terhadap suatu perjanjian, dalam hukum Islam 
seseorang diwajibkan untuk menghormati dan mematuhi setiap perjanjian 
atau amanah yang dipercaya kepadanya.
123
 
Sedangkan ganti rugi dalam force majeur, seseorang tidak memiliki 
kewajiban untuk mengganti rugi karena hukum  Islam bersifat dinamis, 
suatu keadaan dapat dikatakan sebagai force majeur apabila peristiwa 
yang menimpa debitur adalah peristiwa yang tidak terduga kejadiannya. 
Debitur tidak sengaja atau beriktikad buruk melanggar perikatan yang 
telah disepakati. Dengan demikian debitur tidak diwajibkan membayar 
ganti rugi dan dalam perjanjian tombal balik, kreditur tidak dapat 
menuntut pembatalan karena perjanjian dianggap gugur atau terhapus. 
d.  Ganti Rugi Akibat Kelalaian 
Dalam hukum Islam ganti rugi akibat kelalaian karena terjadinya 
kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain. 
Maka bagi mereka yang melakukan kelalaian atau tidak melakukan 
prestasinya dalam sebuah akad, mereka akan dikenakan sanksi berupa 
pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan atau kreditur dan 
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penahanan menjadi hak miliknya sebagimana suatu jaminan sebesar 
jumlah yang dijanjiakan. 
Dalam menentapkan ganti rugi unsur yang paling penting adalah 
dharar atau kerugian. Kerugian dapat terjadi pada fisik, harta termasuk di 
dalamnya pencemaran nama baik. Tolak ukur ganti rugi baik kualitas 




Ganti rugi hanya boleh dilakukan atas pihak yang dengan sengaja 
atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari 
ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Besar ganti 
rugi adalah sesuai nilai kerugian yang dialami dalam transaksi tersebut 
dan bukan yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang 
hilang. Ganti rugi hanya boleh dilakukan pada transaksi akad yang 
menimbulkan hutang piutang seperti akad salam, istisna, murabahah, 
dan ijara. 
B. Tinjauan Pustaka 
 Dalam suatu penelitian diperlukan juga dukungan hasil-hasil penelitian 
yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terdapat beberapa penelitian 
sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, untuk mrnghindari 
terjadinya tumpang tindih dan tidak terjadi penelitian ulang dengan penelitian-
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis mempertegas 
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perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, antara 
lain: 
1.  Penelitian yang dilakukan Ferinda Tiaranisa (2018) yang berjudul 
“Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik 
Cucian Mobil Dengan Pengelola”. Menjelaskan bahwa pelaksanaan usaha 
cucian mobil kusuma utama dilakukan dengan cara pemilik berkerja sama 
dengan memberikan modal dan kepercayaan kepada pengelola untuk 
mengelola cucian mobil yang mana modal tersebut sepenuhnya berasal 
dari pemilik yang diserahkan kepada pengelola dan hasilnya dibagi dua 
dari pemilik dan pengelola. Praktik kerjasama antara pemilik dan 
pengelola yaitu pendapatan dikurangi modal, sehingga dari sisa hasil 
keuntungan tersebut barulah dibagi dua, untuk pemilik 50% dan 
pengelola 50%. Apabila modal sudah kembali maka hasil tetap dibagi 
menjadi dua. Pembagian dilakukan dengan akad secara lisan apabila 
pemilik dan pengelola mendapat bagian keuntungan yang sama 
sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari pengelola maka 
ditanggung oleh pemilik modal.  
 Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Ferinda Tiaranisa 
menyimpulkan bahwa untuk memastikan usaha tersebut lancar, maka 
dilakukan dengan cara baik dengan membagi keuntungan pada saat 
pekerjaan sudah selesai dilakukan, baik dalam perhitungan bulanan atau 
periode waktu tertentu lainnya. Penerapan bagi hasil tersebut merupakan 
kerjasama yang mana keuntungannya dibagi atas keuntungan yang di 
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peroleh sesuai dengan konsep mudharabah muqayyadah yaitu akad yang 
terjadi antara dua pihak atau lebih yang membuat kesepakatan untuk 
suatu kegiatan perdagangan yang disepakati secara bersama. Namun 
seringkali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil 
berdasarkan konsep mudharabah muqayyadah seperti yang beliau 
paparkan yang mana konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai 
kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola 
maka ditanggung oleh pemilik modal.  
 Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan 
oleh Ferinda Tiaranisa adalah, kesepakatan yang disepakati oleh pemilik 
dan pengelola sama-sama menggunakan akad lisan, kerusakan yang 
terjadi sama-sama ditanggung oleh pemilik usaha selama kerusakan 
tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola, serta bagi hasil diberikan 
pada saat peerjaan sudah diselesaikan (setiap hari). Sedangkan 
perbedaannya adalah antara lain, bagi hasil yang diberikan dalam 
penelitian ini hanyalah 5% dari omset makanan dan 20% sari omset 
minuman, dalam penelitian yang dilakukan oleh Ferinda Tiaranisa, bagi 
hasil diberikan sebanyak 50% untuk pemilik dan 50% untuk pengelola 
yang diperoleh dari laba.  
2.  Penelitian yang dilakukan oleh Tria Kumawardani (2018) yang 
berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Kerja 
Sama Pengembangan Ternak Sapi”. Menjelaskan bahwa keuntungan 
usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan 
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dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal 
selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola. Menurut 
Tria pelaksanaan sistem bagi hasil tersebut adalah kesepakatan bagi hasil 
dengan sistem bagi rata keturunan sapinya atau dibagi rata dari hasil 
penjualannya. Menurut tinjauan hukum Islam pelaksanaan tersebut belum 
sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah pada syarat perjanjian 
suka sama suka. Sedangkan yang lainnya belum sesuai dengan hukum 
islam, antara lain dalam pemenuhan akad, tanggung jawab apabila hewan 
sapi tersebut meninggal akibat kelalaian pihak pemelihara yang bisa saja 
terjadi kesalahpahaman dan konflik. Sehingga timbullah perselisihan 
yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing 
pihak yang melakukan kerja sama. Adapun persamaan  penelitian ini dan 
penelitian yang dilakukan oleh Tria Kumawardani adalah adanya unsur 
suka sama suka dalam berakad. sedangkan perbedaan nya adalah bagi 
hasil dalam penelitian Tria Kumawardani diberikan menggunakan sistem 
bagi rata berupa anak sapi yang di lahirkan atau berupa uang yang 
diperoleh dari keuntungan dari hasil penjualan sapi tersebut, namun 
dalam pemenuhan akad, tanggung jawab pengelola belum sesuai dengan 
hukum Islam. 
3.  Penelitian yang dilakukan oleh Reni Anggraini (2017) yang berjudul 
“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan 
Tambak”. Menjelaskan bahwa sistem bagi hasil pertambakan ini 
dilakukan menurut kebiasaan masyarakat setempat, bentuk transaksinya 
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dilakukan secara lisan. Tidak dihadiri saksi hanya dilakukan antara kedua 
belah pihak saja, yaitu pemilik tambak dan pengelola tambak. Adapun 
cara pembagian hasilnya adalah 2/3 untuk pemilik tambak karena pemilik 
tambak yang menyediakan pakan ikan juga bibit ikan untuk tambak 
tersebut. Dan pengelola tambak memperoleh bagi hasil sebesar 1/3 cara 
pembagian ini dilakukan karena pengelola hanya bertugas memberi 
makan (memelihara ikan) saja. Sedangkan apabila terjadi kerusakan 
tanggul dan kerusakan lainnya ditanggung oleh pemilik tambak. 
Pelaksanaan bagi hasil pertambakan yang diterapkan didasarkan pada 
adat kebiasaan masyarakat, perjanjian dilakukan secara lisan oleh kedua 
belah pihak dalam perjanjian harusnya disaksikan oleh beberapa orang 
saksi dan tertulis. Adapun persamaan antara penelitian ini dan penelitian 
yang dilakukan oleh Reni Anggraini adalah pemilik memperoleh bagi 
hasil lebih besar dibanding pengelola hal ini dikarenakan pemilik 
menyediakan semua fasilitas dan kebutuhan usaha, dan pengelola hanya 
menjalankan saja, kesepakatan tersebut sama-sama dilakukan secara lisan 
dan disepakati dengan adanya unsur kerelaan dari kedua belah pihak. 
Sedangkan perbedaannya adalah perbandingan jumlah bagi hasil dan 
pekerjaan yang dilakukan dalam penelitian ini dianggaap belum sesuai 
atau tidak sepadan dengan jumlah bagi hasil yang diperoleh oleh 
pengelola di anggap masih sangat kecil jika dibandingkan dengan tenaga 
yang dikeluarkan oleh pengelola dalam menjalankan tanggung jawabnya 
dalam bekerja, sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Reni 
86 
 
Anggraini, bagi hasil yang diberikan dianggap sudah pas dan sepadan 







Alwasin, Al-Qur‟an Tajwid Kode, Transliterasi Per Kata, Terjemahan Per Kata, 
Kota Bekasi: Bagus Segara, 2013. 
Abdul Ghofur Ruslan, Kontruksi Akad. dalam Jurnal Al-adalah Hukum Islam, 
No.3, 2015.  
Abdullah Muslih, Fiki Keungan Ekonimi Islam, Jakarta: Darul Haq, 2008. 
Al-Arif M Nur Riyanto, Dasar-Dasar Ekonomi Islam, Solo: PT. Era Adicitra, 
2011. 
Ali Daud, Hukum Islam, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 
Ali Zainuddin, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafindo, 2006. 
Al-Muslim Abdullah dan As-Shawi Shalah, Fkih Ekonomi Keuangan Islam, 
Jakarta: Daruq Haq, 2008. 
Al-Muslim Abdullah, Fiqih Ekonomi Keuangan Islam, Jakarta: Darul Haq, 2004. 
Antonio Muhammad Syafi‟I, Bank Syariah dari Teori Ke Praktik, Jakarta: Gema 
Insani Press, 2001. 
Anwari Achmad, Leasing di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987. 
Anwar Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 
2007 
Abdul Rohman Ghazali, dkk, Fiqh Muamalah, Jakarta: Kencana 2010. 
Ascary, Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2013. 
Ash-Shiddieqy Hasbie, Falsafah Hukum Islam, Jakarta: PT. Bulan  Bintang, 1998. 
  , Pengertian Fiqh Muamalah, Jakarta : Bulan Bintang, 
1998. 
A.Rahmat, Asmuni, Ilmu Fiqih 3, Jakarta: Direktorat pembayaran wakaf 
direktorat jendral bimbingan masayarakat Islam, 2007. 
Gunawan Widjaja dan Muljadi Kartini, Prikatan yang Lahir dari Perjanjian, 




Hajar Al-Asqolani Ibnu, Bulughul Marom Min Adilatil Ahkam, Surabaya: Darun Nasyr 
Al Mishriyah. 
Haroen Nasroen, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007. 
Hasanddin Rahma, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di 
Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998. 
Ja‟far Kumedi, Hukum Perdata Islam, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 
2016. 
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, 
jakarta: PT Gremedia Pusat utara, 2008. 
Karim Halmi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1993. 
Kanir, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Raja Grafindo, 2002. 
Kansil C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta:  Balai 
Pustaka, 1989. 
Muhammad, Kontruksi Mudharabah dalam Bisnis Syariah, Yogyakarta: BPFE, 
2005. 
  , Dasar-Dasar Keuangan Islam, Yogyakarta: Ekonosia Kampus 
Fakultas Ekonomi UII, 2004. 
Muhammad Abdulkadir, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya 
Bakti, 2017. 
Muhaammad Abdulkadir dan Mumiati Rilda, Sehi Hukum Lembaga Keuangan 
dan Pembayaran, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000. 
Murdani, Hukum Bisnis Syariah, Jakarta: Kharisma Putra Kencana, 2004. 
Muslihudin Muhammad, Sistem Perbankan Salam Islami, Jakarta: PT. Rineka 
Cipta, 1994. 
Naf‟an, Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah, Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2014. 
Natadimaja Harumiati, Hukum Perdata, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009. 
Nawawi Hadari, Metode Penelitian Bidang Sosial, Yogyakarta: Gajah Mada 
University Press, 1998. 
108 
 
Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulanya, 
Jakarta: Grafindo, 2008. 
Ridwan Muhammad, Manajemen Baitul Mal Wat Tamwil, Yogyakarta: UII Press, 
2004. 
Rafa‟I Moh, Terjemahan Khulasah Kafayatul Akhyar, Semarang: CV. Toha 
Putra, 1978. 
Ridho Rakomah, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah, Kaidah-kaidah mengembangkan hukum 
Islam, Ponorogo: STAIN Press, 2010. 
Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, Jakarta: Rajawali Pers, 2016. 
Sabiq Sayyid, Fiqih Sunnah, Alih Bahasa oleh Kamaluddin A Marzuki, Terjemah 
Fiqih Sunnah, Jilid XIII, Bandung: Al Ma‟arif, 1997. 
Sahrani Sohari dan Abdullah Ruf‟ah, Fiqih Muamalah, Bogor: Ghalola Indonesia, 
2011. 
Siddiey Hasbi Ash, Pengantar Fiqih Muamalah, Jakarta: Bukan Bintang, 1974.  
Soekanto Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2012. 
Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT. Intermasa, 1983. 
  , Aneka Perjanjian, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995. 
Suhendi Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: Rajawali Pers, 2011. 
Susiadi, Metode Penelitian, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M 
IAIN Raden Intan Lampung, 2015. 
Syafe‟I Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pusat Setia, 2001. 
Syafi‟I Muhammad, Bank Syariah dari Teori Kepraktik, Jakarta: Gema Insani 
Press, 2002. 
Syarifuddin Amir, Garis-Garis Besar Fiqih, Bogor: Kencana, 2003. 
Tarqimul Fathul Al Barrii Hasabu , Shohih Bukhori, Program Maktabah As-Samilah versi 
II :Jilid 3  
Usman Husaina, Metodelogi Penelitian Sosial, Jakarta: Sinar Gerafik Offet, 2008. 
109 
 
Yunus Muhmud, Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1989. 
